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ABSTRAK 
Indonesia merupakan sebuah Negara Republik yang menganut sistem 
Demokrasi, sejak pertama kali hingga sekarang. Sistem demokrasi ini sering 
terjadi Pro-Kontra di dalam praktiknya. Kelompok Pro yang berjiwa nasionalis 
mendorong adanya sistem demokrasi ini, karena sistem ini merupakan sistem 
yang dapat  mewakili seluruh pemikiran rakyat. Sedangkan Kelompok Kontra 
beranggapan bahwa Indonesia merupakan kelompok mayoritas Islam terbesar 
sehingga sistem demokrasi sangat tidak cocok, dan memaknai bahwa sistem 
demokrasi merupakan produk Barat yang tidak dapat diterima, tidak 
mencerminkan jati diri Islam, yang mana islam itu murni, sakral, dan tidak ada 
unsur dari Barat. Mereka memiliki impian bahwa ingin mewujudkan sistem 
negara yang sama dengan masa Nabi saw. Dalam perdebatan ini Abdurrahman 
Wahid turut menyuarakan pendapatnya mengenai demokrasi yang dapat diketahui 
bahwa bentuk demokrasi yang selama ini dipilih ini tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam 
Permasalah dalam skripsi ini bagaimana pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia, bagaimana pandangan Abdurrahman Wahid terhadap Islam dan 
demokrasi dan relevansinya dengan perpolitikkan di Indonesia. Tujuannya adalah 
untuk mengetahui pandangan Abdurrahman Wahid dalam demokrasi di Indonesia 
dan memungkinkan menghasilkan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan 
demokrasi di Indonesia. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) 
yang dimana data yang di gunakan adalah data Kepustakaan, Metode yang di 
gunakan adalah deskritif kualitiatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data 
primer yang diambil dari buku-buku dan literatur milik abdurrahman wahid dan 
data sekunder berupa buku, koran, media “online”, jurnal dan artikel-artikel yang 
dapat mendukung dalam penulisan penelitian 
Penelitian ini menghasilkan tinjauan dari Pro-Kontra antara kelompok atas 
pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan menitikberatkan pada 
Demokrasi Pancasila yang diyakini mampu untuk mewadahi aspirasi masyarakat 
yang multikultural. Demikian Abdurrahman Wahid dengan pemikirannya, 
menyakini  bahwa demokrasi saling beriringan dengan agama dan menekankan 
pada Demokrasi Pancasila yang memiliki nilai dari masyarkat yang asli Indonesia. 
Demokrasi juga relevan dengan politik karena demokratisasi tidak akan berjalan 
jika tidak ditunjang dengan terbangunnya budaya politik sesuai dengan prinsip 
demokrasi. 
 
Kata kunci : Demokrasi, Indonesia, Demokrasi Pancasila, Abdurrahman Wahid. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
     Judul skripsi ini adalah “PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID 
TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA”, dan 
untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, 
maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di 
dalam judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu di berikan 
penjelasan adalah sebagai berikut :  
1. Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan yang merupakan hasil 
proses dalam pikiran manusia dan akan berpengaruh terhadap prilaku 
dan perilaku akan melahirkan sikap untuk bertindak dan melakukan 
sesuatu.2  
2. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur (lahir 
di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 
Desember 2009 pada umur 69 tahun )adalah 
tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden 
Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001.3 
3. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan yang mengutamakan 
persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua 
                                                          
2Pusat Bahasa Dapatermen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 
1062. 
3Masykur Musa Ali, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur (Jakarta: Erlangga, 2002), 
h.10. 
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warga negara,4 dan Demokrasi juga merupakan pemerintahan oleh 
rakyat baik secara langsung maupun perwakilan.5 
     Berdasarkan beberapa penjelasan istilah diatas, dapatlah  penulis 
tegaskan kembali bahwa yang dimaksud judul proposal skripsi ini 
adalah suatu kajian mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang 
pelaksanaan pemerintahan yakni demokrasi di Indonesia. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
     Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih 
judul sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut :   
1. Alasan Objektif  
Indonesia merupakan negara multikultural, dan dipilihnya Demokrasi 
menunjukan pula keberagaman umat yang saling berbeda satu satu sama 
lain di dalam sebuah negara. Mengingat bahwa Indonesia merupakan 
negara yang moyaritas terbesar penduduk muslim tentunya mempunyai 
peran sangat penting, terutama mengenai terhadap bentuk pemerintahan 
yang dipilih. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam tentang 
penerimaan Islam terhadap demokrasi menurut pemikiran Abdurrahman 
Wahid 
2.  Alasan Subjektif  
                                                          
4Sudarsono, Kamus Hukum ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 93. 
5Byran A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition (Editor in Chief, 2004), h. 
1307. 
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Pokok pembahasan skripsi sangat relevan dengan disiplin ilmu yang 
penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah 
Syar’iyyah, serta literatur sebagai bahan skripsi ini cukup tersedia 
C. Latar Belakang  
     Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai 
macam suku, ras, agama, dan bangsa. Alasannya ialah sejarah Indonesia 
yang banyak di pengarungi oleh bangsa lain. Kepulauan Indonesia menjadi 
wilayah perdagangan penting sejak abad-ke 7, disinilah pengaruh berbagai 
bangsa lain mulai tumbuh. Seperti menjalin hubungan agama dan 
perdagangan, yang diantaranya bangsa Tiongkok, India, serta bangsa Arab. 
Masuknya, corak kebudayaan dari berbagai bangsa termasuk agama, yakni 
agama Hindu, Buddha, Islam serta diikuti kedatangan bangsa Eropa pada 
akhir abad ke-15 yang saling bertempur dan memonopoli perdagangan dan 
juga menyebarkan agama Katolik dan Kristen, membawa pengaruh besar 
terhadap keberagaman corak kebudayaan Indonesia. 
     Indonesia dikenal sebagai negara unik dan khas, yakni menjadi negara 
yang mayoritas penduduknya Muslim serta mengakui lima Agama lainnya. 
Dengan demikian Indonesia menjadi acuan negara global untuk menjalin 
keharmonisan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. 
     Sebagai negara yang memiliki corak kebudayaan dan berbagai macam 
agama, indonesia menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Alasannya 
karena Demokrasi dianggap cocok dengan corak indonesia yang 
multikultural. Dipilihnya Demokrasi sebagai bentuk pemeritahan di 
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Indonesia bukanlah tanpa alasan. Namun Demokrasi di Indonesia 
mengalami Pro-Kontra di dalamnya.  
     Kelompok yang setuju atau Pro dengan Demokrasi beranggapan bahwa 
Demokrasi melahirkan jati diri Indonesia ada setiap penduduknya, dan 
memploklamirkan Pancasila. Sebab, pada awal masuknya era 
kemerdekaan, Demokrasi ini di pilih dan di pelopori oleh Soekarno karena 
dapat mewakili dan mewadahi aspirasi rakyat. Alasan tersebut bisa di 
jadikan sebab bahwa Demokrasi di pandang sistem yang tepat untuk 
mewakilinya serta atas dasar inilah berbagai suku, bangsa, dan agama 
menjalin harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Demokrasi bisa tetap beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan 
prinsip adalah untuk memperjuangkan hukum Islam. Beberapa partai yang 
termasuk golongan Pro ini adalah Masyumi  dan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS 
     Alasannya yakni menjamurnya pemahaman-pemahaman konservatif 
yang mucul di Indonesia yang tentunya menjadi kecemasan tersendiri. 
Kelompok ini disebut sebagai kelompok Islam skripturalis6 atau dapat juga 
disebut sebagai kelompok Islamisme/fundamentalis7 berpendapat bahwa 
Muslim wajib mendirikan Negara Islam. Dengan karakteristik yang 
formalistik, militan dan radikal ini beranggapan bahwa Al-Qur’an adalah 
                                                          
6R. William liddl, Skripturalisme Media Dakwah, Sebuah Bentuk Pemikiran dan Aksi 
Politik  Islam di Indonesia Masa Orde Baru (Bandung: MIZAN, 1996), h. 289-295. 
7Siti Mahmudah, Historitas Syari’ah: kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘abd Al-Karim ( 
Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), h.1. 
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Kalam ilahi yang harus  dipahami secara literer. Dan pemaknaan dan 
penerapan Demokrasi tidak dapat diterima oleh kelompok ini. Alasannya, 
karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar, dan Demokrasi tidak 
mencerminkan jati diri Islam yang dianggap murni, sakral, dan tidak ada 
unsur Barat. Bagi mereka, Islam harus menjadi dasar Negara karena 
kedaulatan politik ada ditangan Tuhan. Dengan demikian Demokrasi harus 
dihapuskan.8  
     Pemaknaan yang salah dan penolakan keras inilah yang membahayakan. 
Sebab, pada dasarnya landasan Demokrasi adalah kebebasan dan 
penghormatan terhadap hak individu. Karena kebebasan individu ini di 
jamin oleh konstitusi, maka ini akan menjadi tameng yang kuat untuk 
menahan aspirasi yang terus-menerus atas nama Agama. Jika Demokrasi 
runtuh, maka kekerasan atas agama tidak dapat terelakkan. Alasan itulah 
pembahasan mengenai Demokrasi menjadi relevan untuk di kaji sebab isu-
isu tersebut aktual dan tidak pernah kering dari waktu kewaktu. Apalagi 
mengingat kecenderungan yang makin kuat pada eksklusivisme dan 
intoleransi yang terjadi di Indonesia,  yang cenderung berujung kekerasan.  
     Pada awalnya kelompok ini sudah ada jauh sebelum masuknya era Orde 
Baru, Tetapi menemukan momentum yang tepat untuk mengekspresikan 
dan mengembangkan diri di era Reformasi. Karena pada era Orde baru 
sangat ketat mengawasi eksistensi kelompok semacam ini tiarap dan 
                                                          
8Khamami Zada, Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di 
Indonesia (Jakarta: TERAJU,1996), h. 6-11. 
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menjalankan aktivitasnya “ di bawah tanah.” Ketika ruang ekspresi terbuka 
lebar pada era Reformasi, kelompok ini memanfaatkannya sebaik mungkin. 
Dan sejalannya waktu eksistensi kelompok ini semakin menyebar luar 
dengan jumlah yang banyak. Karena alasan inilah di khawatirkan 
Demokrasi akan memudar pemaknannya jika banyak kelompok-kelompok 
yang ingin secara tidak langsung meredupkan cahaya eksistensi Demokrasi 
itu sendiri.  
     Sejak kehadiran Demokrasi  di Indonesia  dan juga dalam khasanah 
pemikiran politik Islam, Demokrasi melahirkan Pro-Kontra atau menjadi 
perdebatan antara cedikiawan muslim. Paling tidak, ada tiga aliran yang 
merima sepenuhnya, yang menolak, dan menyentujui prinsip-prinsipnya, 
tetapi dipihak lain mengakui adanya perbedaan.9  Salah satu dari sekian 
banyak pemikir muslim di Indonesia adalah Abdurahman Wahid atau yang 
dikenal dengan Gus Dur . Dia merupakan Tokoh muslim yang pluralis dan 
menyadari bahwa realitas kehidupan sosial keagamaan tidaklah sederhana 
tetapi sangat kompleks dan dinamis. Tidak jarang agama menjadi dasar 
Legitimasi. 10 
     Di samping itu pergaulan Gus Dur yang luas terhadap berbagai kalangan 
membentuk pemikirannya yang lebih modern, komplek, dan dinamis. 
Seperti pemikirannya tentang Demokrasi. Dasarnya pemikiran Gus Dur 
mengenai Demokrasi tidaklah jauh berbeda pada umumnya. Yakni setiap 
                                                          
9Jhon L. Espositi, James P. Piscatory, Islam Dan Demokrasi; Dalam Islamika Jurnal 
Dialog Pemikiran Islam. No. 4 Apri-Juni 1994, h. 21. 
10Greg Barton, Biografi Gusdur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid ( 
Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 162. 
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manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam mengemukakan 
pendapat, berbicara, dan berserikat. 
     Bagi Gus Dur  esensi Demokrasi sesungguhnya terletak pada perbedaan.  
Dan juga menurut Gus Dur Islam sangat menghargai pluralitas yang mana 
semua itu merupakan ajaran dari Demokrasi. 
     Berdasarkan pendeskripsian di atas bahwa ada Pro-Kontra didalam 
masyarakat dalam memaknai Demokrasi, serta penerimaan Islam terhadap 
Demokrasi itu sendiri yang akan ditelusuri dengan pandangan Gus Dur. 
D. Fokus Penelitian 
   Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif dan 
membatasi penelitian yang untuk memilih data yang cocok dan tidak cocok. 
Pembatasan di penelitian kualitatif ini lebih berdasarkan pada tingkat 
kepentingan dari suatu masalah dalam penelitian. Penelitian ini akan fokus 
pada “analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pandangan 
Abdurrahman Wahid” yang objek utamanya pemikiran Abdurrahman 
Wahid. 
 
E. Rumusan Masalah 
     Dari latar belakang masalah yang telah ada di atas, maka untuk 
memudahkan pemahasannya dan agar lebih tersistematisnya penguraian 
penulis merumuskan permasaahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran Demokrasi di Indonesia ? 
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2. Bagaimana konsep demokrasi yang berkaitan dengan Islam menurut 
pandangan Abdurahman Wahid dan relevansinya dengan sistem politik 
di Indonesia ? 
 
F. Tujuan Penelitian 
     Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: 
a. Mendiskripsikan dan mengkaji tentang konsep demokrasi 
Indonesia menurut Abdurrahman Wahid 
b. Menganalisa dan mengetahui pandangan Abdurrahman Wahid 
terhadap Islam dan demokrasi Indonesia dan relevansinya 
demokrasi dengan sistem politik di Indonesia.  
 
G. Signifikansi Penelitian  
Adapun manfaat yang di harapkan dalam  penelitian ini sebagai berikut: 
a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Islam dan 
demokrasi di Indonesia 
b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan 
dapat dijadikan sebagai rujukan tentang Konsep Pandangan 
Abdurrahman Wahid mengenai pelaksanaan Demokrasi dan 
relevansinya sistem politik di Indonesia 
c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka 
d. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut 
dan lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. 
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H. Tinjauan Pustaka 
     Tinjauan pustaka ini dimaksud guna memberikan informasi tentang 
penelitian atau karya-karya yang masih berhubungan dengan penelitian 
yang akan Penulis teliti, dan bertujuan agar menghindari plagiasi. Berikut 
penjabaran beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek yang 
akan diteliti Penulis: 
     Pertama,  Siti Marwah , 2018 yang berjudul Islam dan Demokrasi di 
Indonesia Era Reformasi: Studi terhadap Pemikiran K. H. Abdurrahman 
Wahid dan Prof. DR. H. Ahmad Syafii Maarif. Dalam penelitian ini 
memuat telaah mengenai hubungan Islam dan demokrasi pada era 
reformasi dan bagaimana perbandingan kedua tokoh K. H. Abdurrahman 
Wahid dan Prof. DR. H. Ahmad Syafii Maarif dalam memberikan 
pemikiran terhadap Islam dan demokrasi dalam Era Reformasi. Penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif  guna mendapatkan beberapa fakta 
dari kedua tokoh tersebut. Di samping itu juga penelitian karya ilmiah ini 
menggunakan  pendekatan normatif filosofis untuk mengetahui masalah 
yang ada dalam hukum normatif dalam khazanah hukum sebelumnya dan 
pendekatan historis untuk melihat kembali latar belakang kehidupan kedua 
tokoh tersebut.11 
     Kedua, Ranny Apriani Nusa, 2018, penelitian ini berjudul Prinsip Syura 
Sebagai Demokrasi Islam: Studi terhadap Pemikiran Syekh Muhammad 
                                                          
11Siti Marwah, “Islam dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Studi terhadap 
Pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid dan Prof. DR. H. Ahmad Syafii Maarif”.( Skripsi Program 
Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. 5. 
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Abduh. Penelitian ini membahas pemikiran Muhammad Abduh yang 
mengungkapkan bahwa di dalam Al- Qur’an maupun hadist tidak ada 
ketetapan pasti yang mewajibkan suatu negara untuk menerapkan sistem 
syura. Disisi lain, demokrasi yang diketahui dari barat ternyata Islam telah 
ada dengan syuranya. Dari sinilah Muhammad Abduh memberikan 
kontribusi dalam mengubah pola pokir orang muslim yang jumud. Dalam 
penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan 
menggunakan pendekatan analisis dan berusaha memahami dan 
menganalis data-data yang berkaitan dengan sistem syura dalam islam.12 
     Ketiga, Robert Nando, 2018, penelitian ini berjudul Islam dan 
Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan 
Abdurrahman Wahid. Penelitian ini membahas tentang Islam yang ada di 
Indonesia dan demokrasi yang ada di Indonesia, dan kaitannya antara kedua 
tersebut dengan menggunakan perbandingan antara kedua tokoh M Amien 
Rais dengan Abdurrahman Wahid, berdasarkan penelitian ini akan 
menghasilkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut 
dalam memandang Islam dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan 
penelitian (library reseacrh) yang akan menelaah dari berbagai teori, data-
data dan dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahannya.13 
                                                          
12 Ranny Apriani Nusa, “Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam: Studi terhadap 
Pemikiran Syekh Muhammad Abduh”.(Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. 16. 
13 Robert Nando, “Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. 
Amien Rais dan Abdurrahman Wahid”.(Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 76. 
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    Beberapa tulisan yang membedakan dengan Skripsi ini adalah merujuk 
pada judul penelitian Perspektif Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi 
di Indonesia, dan berfokus pada pemikiran Abdurahman Wahid terhadap 
demokrasi yang berlaku di Indonesia. 
 
I. Metode Penelitian 
     Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  
“Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 
rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu 
dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh 
penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang 
digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu 
yang bersifat logis.” 14 
     Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan data yang diperoleh 
melalui penelitian itu adalah data yang rasional, empiris, sistematis, yang 
mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukan derajat 
ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 
yang dikumpulkan oleh peneliti.  
                                                          
14 Sugiyono, Metodeologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
ALFABETA), h. 2. 
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     Lebih khusus peneliti akan menggunakan metode penelitian Kualitatif 
dengan pendekatan Induktif. Pengertian Kualitatif: 
“ Qualitative research is a loosely defined category of research designs or 
models, all od which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory 
data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or 
other transcripstion from audio and videotapes and other written records 
and pictures or films.” 15 
     Artinya kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-
prosedur statistik atau cara-cara kuantitatif (pengukuran). Penelitian 
kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan 
masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, 
dan lain-lain. Alasan peneliti menggunakan metode Kualitatif ialah 
pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk 
menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang 
kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara 
memuaskan. Sedangkan pengertian pendekatan Induktif menurut 
Suriasumantri. 
“yakni penalaran induktif adalah suatu proses berfikir yang berupa 
penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal 
yang khusus”.  
                                                          
15J. Cresswell, Research Disg:Qualitative & Quantitative Approaches (Thousand 
Oaks,CA: Sage Publications, 1998), h. 3. 
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     Artinya dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan. 
Kesimpulan umum yang diperoleh melalui suatu penalaran induktif ini 
bukan merupakan bukti. Hal itu dikarenakan aturan umum yang diperoleh 
dari pemeriksaan beberapa contoh khusus yang benar, belum tentu berlaku 
untuk semua kasus.  
     Berikut beberapa rangakain sistematika penulisan yang penulis tulis 
guna menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral :  
1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian   
a. Jenis Penelitian 
     Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan ( 
Library Research )16 yaitu suatu penelitian yang di lakukan dengan 
mengumpulkann bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur 
dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan 
mengambil teori-teori dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam data itu. 
data itu berupa buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal, diktat, koran 
serta tabloid.  
b. Sifat Penelitian  
     Dilihat dari sifatnya penelitian yang menggunakan metode Kualitatif ini 
termasuk penelitian yang menggunakan metode Deskriptif-Analitik.17  
                                                          
16Sutrisno Hadi, Metode Research ( Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 6. 
17Kartini Kartono, Pengantar Metodeologi Riset Sosial, cetakan ketujuh (Bandung: 
Mandur Maju, 1996), h. 81.  
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Deskriptis berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi 
atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara 
suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.18 Analitik adalah jalan 
yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 
mengadakan pemerincian obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah 
antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar 
memperoleh kejelasan mengenai halnya.19alasanya menggunakan 
Deskriftif-Analitik karena data-data yang dikumpulkan segera dianalisis 
dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, 
menemukan, pola atas dasar aslinya (tidak di tranformasi  dalam bentuk 
angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti 
yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.  
1. Sumber Data 
     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
     Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden 
atau Objek yang diteliti20ataupun literatur yang langsung berhubungan 
dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari, Al-Qur’an, Hadits, 
buku-buku karya Abdurrahman Wahid yang di tulis oleh beliau, 
diantaranya, Islam anda Islam anda dan Islam kita, Dialog Peradaban 
                                                          
18Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 
h. 26. 
19Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-59. 
20Mohammad Pabandu Tika, Metodologi Riset Bisni (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h. 57. 
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untuk toleransi dan Perdamaian, Islam Kosmopolitan, Tuhan Tidak 
Perlu di Bela, Prisma Pemikiran Gus Dur, Kontroversi Pemikiran Islam 
di Indonesia, Membangun Demokrsi, Islam Negara dan Demokrasi, 
Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Membaca Sejarah Nusantra. 
b. Data Sekunder  
     Sumber data yang diperoleh melalui data telah diteliti dan di 
kumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian berupa buku, koran, media “online”, jurnal dan artikel-artikel 
yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan 
penelitian ini.21 
2. Teknik pengumpulan data  
     Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dekumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan 
penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek 
penelitian22Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variebel 
tertentu yang berupa catatan , buku, surat kabar, artikel, dan lain 
sebagainya. Teknik ini dilakukan dengn cara mencari , mencatat, 
menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang yang 
berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah 
sumber-sumber kepustakaan tersebut.  
3. Teknik Pengolahan Data 
                                                          
21 Ibid, h. 57. 
22Suharsini Arikunro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet.IV ( Jakarta: 
Rineka Cipta. 1998), h. 236. 
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     Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan: 
23 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang 
dikumpulkan tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuain dengan 
permasalahan yang akan di teliti setelah data itu terkumpul.  
b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang 
menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur’an dan 
Hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengn masalah yang 
diteliti. 
c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, 
logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalah kemudian 
ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian24 
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa dan 
kemudian diurutkan berdasarkan urutan masalah25 
4. Analisis data  
     Data yang telah diperoleh dianalisis secara analisis isi ( content analysis) 
yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi 
tertulis atau cetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis 
dengan melihat struktur isi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang 
                                                          
23Lexy L Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 
Karya,2001), h. 161. 
24Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 
Balai Pusaka. 2006), h. 107. 
25Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditiya 
Bakti, 2004), h. 86. 
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Legitimasi Islam terhadap Demokrasi, karena dengan menggunakann 
metode analisis isi penulis dapat menganalisis semua arah pemikiran dan 
kecendrungan seorang tokoh Abdurrahman Wahid. 
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BAB II 
TINJAUAN DEMOKRASI DALAM ISLAM 
 
A. Demokrasi  
1. Pengertian dan sejarah Demokrasi 
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata “demos”, yang berarti 
rakyat dan “kratein atau kratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.26 
Jadi secara bahasa demos-cratein adalah keadaan Negara di mana dalam 
sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat , kekuasaan 
tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, 
pemerintah rakyat oleh rakyat. 
Pada saat itu demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan 
negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 
4 M. Pada saat itu demokrasi yang dipratikkan berbentuk demokrasi 
langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik 
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan 
prosedur mayoritas.27 
Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena  kota 
Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, 
yaitu sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 
penduduk. 
                                                          
26 Wilson. N.G, Encyclopedia Of Ancient Greece (New York: Routledge, 2006), h. 511. 
27 Peter Hall, Cities In Civilisation,( London: Orion,1999), h. 24. 
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Berawal dari Yunani, selajutnya Demokrasi menyebar ke wilayah 
sekitar Laut Tengah.28 Akan tetapi Demokrasi di kawasan ini hampir 
musnah oleh kaisar Romawi. Dan berakhir pada abad pertengahan. Pada 
waktu yang sama pada abad pertengahan beberapa kota di Italia 
berkeinginan menghidupkan demokrasi dan kembali ke pemerintahan 
Demokratis setelah Matilda dari canossa meninggal.29 
Namun Demokrasi yang dijalankan dengan cara yang berbeda.30Mulai 
tahun 1600-an, orang mulai berjuang untuk mewujudkan kembali 
demokrasi. Seperti di Inggris Cromwell merebut kekuaan untuk 
membentuk Parlemen dan lahirnya Magna Charta sebagai piagam yang 
memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja Jhon di Inggris 
merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. 
Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di 
dunia Barat adalah gerakan renaissense dan reformasi. Renaissense 
merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastra dan 
budaya Yunani kuno.  
Di Amerika, perang Revolusi melahirkan Konstitusi pada 1789. Dan 
beberapa tahun kemudian, Revolusi Prancis membawa demokrasi ke 
Prancis, diikuti dengan negara-negara lain menganut sistem Demokrasi. 
Meskipun negara yang menganut Demokrasi mulai bermunculan, tapi hak 
                                                          
28 Nur Sayid Santoso Kristeva, Manifesto Wacana Kiri( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005), h. 74. 
29 Matilda adalah penguasa di italia utara dan kepala pendukung italia untuk Paus 
Gregorius VII selama  Kontroversi Investasi (1046-24 juli 1115) 
30 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 44. 
Pengambilan suara pada saat itu tidak melibatkan perempuan dan Anak-anak karena dihadapan 
hukum dan negara mereka sama yakni tidak memiliki hak partisipasi politik.  
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perempuan untuk memilih masih sangat dibatasi. Pada akhirnya munculnya 
Magna Cartha, lahirnya renaissense dan reformasi untuk menekankan pada 
hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki.31 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat Demokrasi Adalah bahwa 
rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai 
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena 
kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan 
demikian Negara yang menganut sistem Demokrasi adalah Negara yang 
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Yang artinya 
bahwa Demokrasi itu merupakan sistem bermasyarakat dan bernegara serta 
pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di 
tangan rakyat baik dalam penyelengaraan berada di tangan rakyat . Dengan 
kata lain, pemerintahan ditangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu: 
a. Pemerintah dari rakyat (goverment of the people) 
Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan 
yang sah dan diakui (ligimate goverment) dimata rakyat. Sebaliknya 
ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui ( unligimate 
goverment). Pemerintah yang diakui adalah pemerintahan yang 
mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimati bagi 
suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda 
birokrasi dan program-programnya. 
  
                                                          
31M.H.Hansen, J.A. Crook, The Athenian Democracy In The Age Of Demosthenes 
(University of Oklahoma: Press,1999), h. 58. 
21 
 
b. Pemerintah oleh rakyat (goverment by the people)  
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintah 
menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. 
Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat 
dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui 
DPR).  
c. Pemerintah untuk rakyat (goverment for the people) 
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh 
rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. 
Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya 
kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media 
pers maupun secara langsung. 
Dari tiga ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang 
demokratis. Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya 
sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, 
maka negara memiliki kewajiban untuk membuka saluran-saluran 
demokrasi. Selain saluran demokrasi formal lewat partai politik dan DPR, 
untuk mendapat masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka 
terjadinya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pemerintah yang 
demokratis memiliki kewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran 
demokrasi non-formal yang bisa berupa penyedian fasilitas-fasilitas umum 
atau ruang publik sebagai sarana interaksi sosial. 
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2. Konsep  Dasar Demokrasi 
Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam 
berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa 
Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahmud MD, ada dua alasan dipilihnya 
demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir 
semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang 
fundamental ; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial 
telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan 
Negara sebagai organisasi tertingginya.32 Oleh karena itu, diperlukan 
pengetahuan dan pemahaman yang benar pada masyarakat tentang 
demokrasi. 
Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara 
mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan 
dalam measalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai 
kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan 
kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem 
demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan 
kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti peroganisasian 
negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat 
karena kedaulatan di tangan rakyat. 
Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda tetapi lebih 
merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis, 
                                                          
32Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gama Media dan ford 
Poundation, 1999), p. 34. 
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Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil cosiety yang 
menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. 
Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokrasi yang 
dikemukakan oleh Nicholis Madjid (Cak Nur), sebagai berikut33 : 
a. Pentingnya Kesadaran akan Pluralisme 
Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat 
yang menjemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan 
menghendaki tanggapan positif terhadap kemajemukan itu sendiri 
secara aktif. Kesadaran akan pluralitas  sangat penting dimiliki bagi 
rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, 
bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya. 
b. Musyawarah 
Internaliasasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau 
mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus 
menerima kemungkinan terjadinya “partial finctioning of ideals”, yaitu 
pandangan dasar belum tentu dan tidak harus, seluruh keinginan 
sepenuhnya.   
c. Pertimbangan Moral 
Pandangan hidup demokrastis mewajibkan adanya keyakinan 
bahwa cara haruslah sejalan dengan sejalan. Bahkan sesungguhnya 
klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara 
yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud 
tanpa ahklak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral 
                                                          
33 Nurcholis Madjid, Islam Universal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.56. 
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(keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai 
tujuan. 
d. Permufakatan Yang Jujur dan Sehat 
Suasana masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan 
menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna 
mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang 
dicapi melalui “engineering”, manipulasi atau merupakan 
permufakatanyang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut 
pengkhianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah 
yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing 
pribadiatau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan 
psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri 
salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan 
baik, dan beriktikad baik. 
e. Pemenuhan Segi-Segi Ekonomi 
Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya 
tidak lepas dari perencanaan social-budaya. Warga dengan pemenuhan 
kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa 
rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik 
demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi 
harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan social. 
f. Kerjasama Antar Warga Untuk Mempercayai Iktiad Baik Masing-
Masing 
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Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktiad baik masing-
masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara 
berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi 
penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan 
nurani (freedom of conscience), persamaan percaya pada iktikad baik 
orang dan kelompok lain (trust attitude) mengharuskan adanya 
landasan pandangan kemanusiaan yang posited dan optimis. 
g. Pandangan Hidup Demokrasi Harus Dijadikan Unsur Yang Menyatu 
Dengan Pendidikan Demokrasi 
Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran 
universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya 
harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. 
Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk 
membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi 
perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk 
menentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak 
saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam 
interaksi dan pergaulan social baik dikelas maupun diluar kelas. 
Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara 
memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideology yang tidak 
dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (once and for all), tidak 
dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (presept) 
dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung 
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ketinggalan zaman (absolute, seperti terbukti dengan ideology 
komunisme). 
3. Prinsip-prinsip Demokrasi 
Suatu pemerintahan dinilai demokrasi apabila dalam mekanisme 
pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip 
tersebut berlaku Universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara 
dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip 
tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai 
keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu 
Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku Universal antara 
lain : 
a. Adanya Pembagian Kekuasaan 
Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip 
demokrasi,dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias 
politician. Kekuasaan negara terbagi 3 bagian, yaitu Eksekutif, 
Legislatif, dan Yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki 
kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. 
b. Pengakuan Hak Minoritas 
Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman 
tersebut dapat dilihat dari suku , agama, ras, maupun golongan. 
Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah 
kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok 
ini memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. 
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Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa 
membeda-bedakan satu sama lain. 
c. Supremasi Hukum 
Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh 
pemerintah maupun rakyat. Tidak dapat kewenang-wenangan yang 
bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus 
didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. 
d. Beberapa Partai Politik 
Partai Politik menjadi wadah bagi warha negara untuk menyalurkan 
aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk 
memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari 
itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi 
semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 
1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak 
Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas 
sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal 
asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian 
partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, 
warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai denan asas 
maupun ideology yang dilarang oleh undang-undang. 
e. Pemilihan Umum Yang Bebas 
Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan 
rakyak. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan 
secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi 
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aspirasi seluruh rakyat melaui wakil-wakil rakyat dalam lembaga 
legislative. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan 
umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki 
kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan 
adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih 
wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih 
presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk 
memilih pemimpin negara. 
f. Kebebasan Individu 
Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara 
dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan 
pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, 
kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu 
diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan 
orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan 
kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan 
kepentingan orang lain. 
g. Manajemen Yang Terbuka 
Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat 
perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat 
terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksaan 
pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di 
hadapan rakyat. 
h. Pers Yang Bebas 
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Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers 
harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati 
nuraninya terhadap pemerintahan maupun diri seorang pejabat. 
i. Pemerintahan Yang Berdasarkan Hukum 
Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. 
Hukum menjadi instrument untuk mengatur kehidupan negara. 
Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan 
pemerintahan. 
j. Peradilan Yang Bebas 
Melalui pembagian kekuasaan, lembaga Yudikatif memiliki 
kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat 
dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, 
hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah 
dihadapan hukum, harus mempertanggungkan kesalahannya.34 
Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan diatas kemudian 
dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan 
dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolak ukur untuk mengukur 
tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan disuatu negara. Tolak ukur 
tersebut meliput empat aspek, yaitu : 
a. Susunan Kekuasaan Negara 
Kekuasaan Negara hendaknya dijalankan secara distributive. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. 
                                                          
34Dwi sulisworo, Demokrasi: Bahan Ajar (Universitas Ahmad Dahlan: 2012), h.15. 
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b. Dasar Kekuasaan Negara 
Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta 
pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat. 
c. Masalah Kontrol Rakyat 
Kontrol rakyat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah 
atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. 
d. Masalah Pembentukan Negara 
Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, 
watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum 
dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung 
pembentukan pemerintah yang baik. 
 
B. Islam 
1. Pengertian Islam dan Sejarah Perkembangan Islam 
a) Pengertian Islam 
Secara etimologi kata Islam mempunyai beberapa pengertian : 
1) Islam berasal dari kata “assalamu” dan “assalamatu” yang berarti bersih 
dan selamat dari kecacatan lahir maupun batin. 
2) Islam berasal dari kata “assalamu (pendek)” dan “assilli” yang berarti 
menyerahkan diri dan patuh. 
3) Islam berasal dari kata “assilmu” dan “assalamu” yang berarti perdamaian, 
keamanan, dan kesejahteraan.35 
                                                          
35Miftah Ahmad Fathoni, Pengantar Studi islam (Pendekatan Islam dan Memahami 
Agama) (Semarang: Gunungjati Semarang, 2001), h. 48-49. 
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Sedangkan secara Terminologis disepakati oleh para ulama bahwa 
Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia 
turun ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan 
sempurna dalam Al-Qur’an yag suci diwahyukan tuhan kepada nabi-Nya 
yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Satu kaidah hidup yang 
memuat tuntutan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, 
baik spritual maupun material.36 
Jadi pengertian Islam adalah agama Samawi yang diturunkan oleh 
Allah SWT, melalui utusan-Nya dan ajarannya terdapat dalam kitab suci 
Al-Qur’an yang mana inti sari dalam Islam adalah berserah diri atau taat 
sepenuh hati kepada Allah SWT, agar tercapainya kepribadian yang bersih 
dari cacat dan noda , hubungan yang harmonis dan damai sesama manusia 
atau selamat sejahtera di dunia dan akherat.37 
b) Sejarah dan Perkembangan Islam 
1) Islam Pada Masa Nabi 
Islam yang diturukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad 
s.a.w di Jazirah Arab pada abad ke-7 masehi ketika Nabi 
Muhammad s.a.w  berusia 40 tahun . Jazirah Arab sebelum 
kedatangan Islam merupakan kawasan jalur sutera.38 Kebanyakan 
Bangsa Arab merupakan penyembah berhala dan sebagin 
merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah adalah 
                                                          
36Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Yogyakarta: Pustaka setia, 2003), p. 32. 
37M. Abdul Karim, Islam Nusantra (Yogyakarta: Gama Media, 2013), h.15. 
38Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan melalui asia yang menghubungkan antara 
Timur dan Barat dengan dihubungkan antara Timur dan Barat oleh pedagang, pengelana, biarawan, 
prajurit, dan nomaden. 
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tempat suci bagi Bangsa Arab ketika itu karena terdapat berhala-
berhala mereka dan Telaga Zam-zam serta Ka’bah yang didirikan 
oleh Nabi Ibrahim berserta Ismail. 
Nabi Muhammad mula-mula menyiarkan ajaran Islam secara 
tertutup dan kepada rekan-rekan yang dekat dan dikenalnya, dan 
seterusnya lambat laun secara terbuka kepada seluruh penduduk 
Mekah. Pada tahun 622 masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya 
hijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Hijrah, dan sekaligus 
pembuatan kalender Hijriah.  
Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama nabi 
Muhammad s.a.w dengan hasil yang baik. Dan lama kelamaan 
muslimin menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukan kota Mekah. 
2) Islam Klasik 650-1250 M 
Sepeninggal nabi muncul problem tentang siapa yang pantas 
menggantikan nabi, sebab nabi tidak meninggalkan wasiat 
mengenai pergantian kemimpinan.39 Kelompok muhajirin dan 
anshar masing-masing mengklaim paling berhak menggantikan 
posisi nabi. Ketika peristiwa itu berlangsung, umar bin khattab 
datang dan mengusulkan abu bakar sebagai orang yang paling 
pantas menggantikan nabi karena kedekatan dan senioritasnya. Lalu 
umar membaiat abu bakar dan diikuti oleh yang lainnya. Proses 
pemilihan abu bakar dilakukan secara aklamasi oleh perorangan 
                                                          
39Didin Saefuddin, Fauzan, Sejarah Peradaban Islam ( UIN Jakarta Press, 2007), h. 32. 
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yaitu ummar bin khattab lalu disetujui kaum muslimin. Pembaiatan 
abu bakar pun dilakukan sekali lagi di masjid Nabawi. 
Pemilihan khalifah dilakukan secara demokratis. Cara ini 
dilakukan karena rasulullah tidak menunjuk pengganti atau 
mewariskan kemimpinannya kepada seseorang.40 
    Sayidina Abu bakar menjadi khalifah di tahun 632 M.41 tetapi dua 
tahun kemudian meninggal dunia. Masanya yang singkat itu 
dipergunakan untuk menyelesaikan perang riddah, yang dimbulkan 
oleh suku-suku bangsa arab yang tidak mau tunduk lagi kepada 
madinah. lalu dilanjutkan oleh khlifah kedua, Umar Ibn Al-Khattab 
(634-644 M).42Di zamannyalah gelombang ekspansi pertama 
terjadi, kota damaskus jatuh di tahun 635 M.. Ekspansi di teruskan 
ke irak dan mesir. Irak jatuh di tangan islam pada tahun 637 M 
sedangkan, mesir jatuh di tangan islam pada tauhn 640 M.43. 
Di zaman Sayidina Usman Bin Affan (644-656 M), gelombang 
ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat islam 
terjadi perpecahan karena soal pemerintahan dan dalam kekacauan 
yang timbul usman  mati terbunuh. 
Sebagai penganti Usman, Sayidina Ali Ibn Abi Thalib menjadi 
khalifah keempat  (656-661 M) tetapi mendapat tantangan dari 
pihak pendukung Usman terutam Mu’awiah. Ali, sebagaimana 
                                                          
40 Ibid, h. 33. 
41 Ibid, h. 51. 
42Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (UI Jakarta Press, 2008), h. 
50. 
43Ibid, h.52. 
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usman mati terbunuh, dan mu’awiah menjadi khalifah kelima. 
Mu’awiah selajutnya membentuk Dinasti Bani Umayyah (661-750 
M).44 
Jatuhnya dinasti bani umayyah adalah dari semenjak berdirinya, 
dinasti bani umayyah telah menghadapi tantangan-tantangan. Kaum 
khawarij pada mulanya adalah pengikut ali, tetapi tidak setuju 
dengan politik ali untuk mencari penyelesaian secara damai dengan 
mu’awiah tentang soal khalifah.45Akhirnya yang lansung membawa 
kepada jatuhnya kekuasaan bani umayyah ialah munculnya satu 
cabang lain dari Quraisy, yaitu Abu Al-Abbas. Abu al-abbas 
mengadakan kerja sama dengan kaum syi’ah. Serangan terhadap 
bani umayyah dimulai dari khurasan jatuh tahun 750 M. Tidak lama 
kemudian khalifah bani umayyah pun jatuh digantikan oleh abu al-
abbas sebagai khalifah..46 Kekuasaan khalifah makin lama makin 
tidak memilki pengaruh apa-apa.47 
Masa disintegrasi (1000-1250 M) dalam bidang politik 
sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman bani umayyah, 
tetapi memuncak di zaman bani abbasiyah.48 khalifah-khalifah bani 
abbasiyah tetap diakui, tetapi kekuasaan dipengang oleh sultan-
sultan Buwaihi. Kekuasaan dinasti buwaihi atas bagdad kemudian 
                                                          
44Suyatmi, Sejarah: Pemikiran dan Peradaban Islam Dari Klasik, Tengah, Hingga 
Modern (Jakarta: Qoulum Pustaka,2014), h. 58. 
45Ibid, h. 60. 
46Siti Zubaidah, Sejarah Peradaban Islam (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 83. 
47Ibid, h. 82. 
48As-Suyuthi, Tarikh Khulafa’, Terjemahan Samson Rahman ( Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2003), h. 307. 
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dirampas oleh dinasti Saljuk. Saljuk adalah seorang pemuka suku 
bangsa turki yang berasal dari Turkestan. Saljuk dapat memperluas 
daerah kekuasaan mereka sampai ke daerah yang dikuasai dinasti 
bawaihi. Dan semenjak itu sampai sekarang Asia kecil menjadi 
daerah islam.  
3) Islam Pertengahan 1250-1800 M 
     Dinasti Abbasiyah di abad pertengahan, dianggap sebagai 
puncak peradaban islam yang menghantarkan islam meraih golden 
age dan menghasilkan berbagai karya yang mengubah pandangan 
dunia. Akan tetapi, pasca kehancuran dinasti Abbasiyah, islam pun 
mengalami kemundurandalam banyak hal, terutama disebabkan 
masalah sosial politik. 
     Setelah mundurnya Dinasti Abbasiyah, muncul dinasti-dinasti 
lainnya seperti Dinasti Usmaniyah di Turki, Safawiah di Persia, dan 
Mughal di India. Di mulai tahun 1500 M hingga 1800 M kerajaan-
kerajaan tersebut menemukan kejayaannya masing-masing. 
Namun, tidak lama setelah masa kejayaannya mereka mengalami 
kemunduran dan akhirnya mengalami kehancuran. Adanya 
kemajuan pada tiga kerajaan tersebut banyak dipengaruhi atau 
diwariskan oleh kemajuan di masa periode Dinasti Abbasiyah yang 
konsen pada ilmu pengetahuan dan teknologi.49 Kerajaan ini 
                                                          
49Aden Wijdan, Pemikiran dan Peradaban Islam (Jakarta: UII Pusat Studi Islam, 2007), 
h. 78. 
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selanjutnya memperluas wilayah kekuasaannya ke benua Eropa dan 
menyerang daerah Byzantium (Kota Boressa, 1317 M) setelah 
tahun 1326 dijadikan sebagai Ibukota Negara. 
     Di masa kerajaan Orkhan, kerajaan usmani menaklukkan amir 
pada tahun 1327 M, Tahawasyanly, tahun 1330 M, uskandar tahun 
1338 M, Ankara 1354 M, dan Galipoli tahun 1356 M. Wilayah 
tersebut adalah bagian benua Eropa yang ditaklukkan Kerajaan 
Usmani.50 Agama yang didominasi oleh fatwa atau pemikiran 
ulama dan menjadi hukum yang berlaku.51Di masa pemerintahan 
Sultan Al Qanuni. 
4) Islam Modern 
    Pada zaman modern itu memang muncul dan dimulai di 
Eropa barat laut, yakni Inggris dan Prancis. Eropa barat laut, bahkan 
seluruh eropa, adalah daerah pinggiran52. Maka timbul persepsi 
bahwa daerah pinggiran tidak semestinya menjadi tempat lahirnya 
suatu terobosan sejarah yang begitu dasyat seperti zaman modern 
ini. Zaman modern itu tidak muncul dari eropa barat alut, tentu akan 
muncul dalam waktunya yang tepat, entah di negeri China ( karena 
industrialismenya) atau di dunia islam (karena etos intelektualnya). 
Dan dari dua kemungkinan itu, dunia islam memiliki peluang lebih 
                                                          
50Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 67. 
51Ibid, h. 70. 
52Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 11. 
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besar, sebab etos intelektual atau keilmuan adalah dasar dari 
pengembangan peradaban modern ini.53  
Gerakan kebangkitan yang dipelopori al-jabarti di atas terputus 
beberapa tahun ketika terjadi penduduk Napoleon dari prancis atas 
mesir (1798-1802 M).54 Namun pendudukan itu sendiri 
memberikan saham yang tidak dapat dikatakan kecil bagi 
kebangkitan mesir pada masa selanjutnya, termasuk dalam bidang 
sejarah. Setelah prancis meninggalkan mesir, penguasa baru mesir 
Muhammad Ali Pasya bertekad untuk memulai pembangunan mesir 
dengan meniru barat. Sekolah-sekolah baru dibuka dan para 
mahasiswa dikrim ke eropa. Pada masa ini gerakan penulisan 
sejarah yang dipelopori al-jabarti disusul oleh Isma’il al-Kasyasyaf 
dan al-athathar yang mulai mendapat pengikut di al-azhar juga 
terhenti sebagaimana pada masapendudukan napoleon tersebut. Di 
awal paroan kedua abad ke-19, muncul dua kelompok yang menjadi 
pelopor kedua setelah al-jabarti dalam kebangkitan penulisan 
sejarah. 
2. Prinsip-prinsip Islam Dalam Kenegaraan 
Dalam perspektif Al-Qur’an, negara sebagai instituisi kekuasaan Islam 
sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam 
konteks sejarah. Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. 
                                                          
53Muhammad Khair Abdul Qadir, Konsepsi Sejarah Dalam Islam (Jakarta: Pedoman 
Ilmu Jaya, 1992), h. 9. 
54Badri Yatim, Historiografi Islam (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 221. 
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Dalam pengaturannya Allah swt. berkeinginan untuk menjadikan manusia 
sebagai khalifah dibumi. Dalam hal ini Allah melimpahkan suatu tugas 
kepada manusia untuk mengatur dan mengelolah bumi ini dengan sebaik-
baiknya menurut ketentuan yang Ia gariskan.55 
Apabila manusia berkuasa dimuka bumi, maka kekuasaan itu diperoleh 
sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt. (delegation of 
authority), karena Alla swt. Adalah sumber dari kekuasaan. Al-Qur’an 
menegaskan bahwa Allah swt. Sebagai pemilik kekuasaan yang Dia dapat 
limpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.56 Dengan demikian 
kekuasaan yang di miliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah swt. 
Yang Maha Kuasa dan kekuasaan manusia itu bersifat nisbi (relatif) dan 
temporer, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.57 
Karena sistem pemerintahan yang dibangun oleh Islam adalah 
berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran dan 
Sunnah Rasul maka istilah nomokrasi lebih tepat untuk dipergunaan. 
Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem 
pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 
Islam (syariah). Ia merupakan “rule of Islamic law”.58  Dan sesuatu yang 
                                                          
55M Tahir Azhary, Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi 
Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini (Jakarata: 
Kencana,2004), h.104. 
56QS. Ali Imron (3:26). 
57Ibid, h.105. 
58Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum 
Pancasila”. Jurnal AL-'ADALAH, Vol 12 No. 1 (Juni 2014), h. 175. dilihat di 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182 (15 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
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wajar apabila agama Islam Mengajarkan pula mengenai  masalah-masalah 
dan prinsip-prinsip Islam dalam kenegaraan. 
a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah dan kedudukan manusia di muka 
bumi 
     Perkataan Amanah tercantum dalam Al-Qur’an surah An-Nisa 4:58:  
                         
                            
 
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah 
kepada yang berhak menerimannya dan memerintahkan kamu apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” 
 
Dalam ayat tersebut terdapat 2 garis hukum yaitu :  
1) Garis hukum pertama: Manusia diwajibkan menetapkan amanah 
atau amanat kepada yang berhak menerimanya.  
2) Garis hukum kedua: Manusia diwajibkan menetapkan hukum 
dengan adil.59 
Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia dissebut “amanah” 
dapat diartikan “titipan” atau “pesan”.  Dalam konteks “kekuasaan negara” 
perkataan itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan 
wewenang dan karena itu kekuasaan dapat disebuat “mandat” yang 
                                                          
59Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia (Jakart: UI Press,1985), h. 3. 
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bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi 
Islam60 adalah: 
“ kekuasaan adalah sesuatu karunia atau nikmat Allah yang 
merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip 
dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh 
sunnah Rasulullah. Kekuasaan kelak harus dipertanggungjawabkan 
kepada Allah.” 
Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. 
Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima 
kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan 
itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Qur’an dan tradisi Nabi 
Muhammad. Sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang 
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-
Qur’an dan tradisi Nabi, maka akan hilang makna hakiki kekuasaan yaitu 
merupakan karunia Allah. 
Karena dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap 
amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, 
dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya 
sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang digariskan dalam Al-
Qur’an dan dicontohkan dalam tradisi Nabi. 
b. Prinsip musyawarah 
                                                          
60Nomokrasi Islam adalah konsep negara yang tunduk dan taat pada aturan hukum Islam-
syariah. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam 
al-Qur’an dan dicontohkan dalam sunnah. 
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Dalam Al-qur’an ada dua ayat yang menggariskan prinsip 
musyawarah61 sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi islam. 
Ayat pertama dalam surah Al-Syura/42:38 “...adapun urusan 
kemasyarakatan diputuskan dengan Musyawarah antara mereka”. Ayat ini 
menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut 
masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan 
setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Karena prinsip 
musyawarah merupakan suatu perintah Allah sebagaimana yang digariskan 
dalam ayat yang kedua dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam Al-
Qur’an surah Ali Imran/3:159 : 
                          
                            
                  
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 
 
Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar 
pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam 
                                                          
61Kata Musyawarah berasal  dari bahasa Arab, dari kata Asyara yang berarti “berunding”, 
urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara 
Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug 
desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Lihat Muhammad al -Buraey dalam  Islam 
Landasan Alternatif  Administrasi Pembang unan  (Jakarta:Rajawali,1986), h .  89. 
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suatu masalah sebelum tiba pada suatu keputusan. Dilihat dari sudut 
kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional62 yang 
wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk 
mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau 
rakyat. 
c. Prinsip keadilan 
Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga pada kenegaraan dalam 
Islam. Seperti  halnya musyawarah, perkataan Keadilan juga bersumber 
dari Al-Qur’an. Cukup banyak ayat-ayat  Al-Qur’an yang menggambarkan 
tentang keadilan. Surah An-Nisa : 135 
                          
                            
                                  
“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan (qawwaamin bii al-qisti), menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. 
Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 
dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa 
yang kamu kerjakan.” 
 
Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan yakni: 
1) Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman 
                                                          
62 Mohammad S. El-Awa, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam (Surabaya: Bina 
Ilmu, 1983), h. 114-115. 
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2) Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi 
karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil 
3) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang 
menyelewengkan kebenaran. 
Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka ia 
harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup 
tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan 
sebagai pemegang kekuasaan: Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan 
negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyar-tanpa kecuali-harus 
dapat merasakan keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Kedua, 
kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. 
Ketiga, kewajiban penyelenggara negara mewujudkan suatu tujuan 
masyarakat  yang adil, makmur dan sejahtera dibawah keridhaan Allah. 
d. Prinsip Persamaan 
Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari al-
Qur’an, Surah Al-Hujurat/49:13 : 
                           
                    
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal”. 
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Ayat ini melukiskaan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah 
menciptakannya dari pasangan laki-laki dan perempuan. Pasangan yang 
pertama adalah Adam dan Hawa. Kemudian dilanjutkan oleh pasangan-
pasangan lainnya melalui suatu perkawinan atau keluarga. Jadi, semua 
manusia berasal dari proses kejadian yang sama. Ia dilahirkan dari 
pasangan ibu dan ayahnya. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan 
suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Maka 
dari itulah manusia dikatakan memiliki kedudukan yang sama. Ini berarti 
bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama. 
e. Prinsip Kebebasan 
Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan. 
Kebebasan manusia dapat dilacak sejak terjadinya perjanjian primordial63 
yang ditekan oleh setiap individu di hadapan sang pencipta.64Yang isinya 
adalah pengakuan seorang hamba akan rububiyah Allah semata atas dirinya 
dan semua alam. Isi perjanjian tersebut dimuat dalam Al-Qur’an surah Al-
A’raf /172:  
                         
                             
        
                                                          
63Perjanjian Primordial adalah perjanjian secara sederhana yag bersifat privat antara 
manusia dengan Tuhan. Dan tidak ada pihak yang mengintervensi perjanjian itu. Melalui perjanjian 
itu setiap diri manusia,berada dalam kesaksian mengenai suatu wujud yang mengatur segala tatanan 
sebab-akibat, yang menjadi Tuhan bagi setiap manusia, hingga jiwa manusia berdada dalam 
tundukan, ketaatan serta terus-menerus menyembah dan mencintai sang pencipta. 
64Syed M. Naquib Al Attas, Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan 
Islam (Bandung: Mizan, 2003), h. 100. 
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?“ Mereka 
menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi“. (Kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 
“Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 
terhadap ini (keesaan Tuhan)“. 
 
Istilah yang tepat untuk kebebasan dalam islam terdapat dalam satu 
syariat; ikhtiar. Ikhtiar tidaklah sama dengan ide modern tentang 
kebebasan. Sebab kata ikhtiar adalah khair (baik), yang berarti “memilih 
yang terbaik”. Oleh karena itu, jika bukan memilih sesuatu yang baik 
pilihan itu bukanlah benar-benar pilihan, melainkan sebuah ketidakadlian 
(zhulm). Memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan sejati untuk 
seseorang yang mengetahui baik dan buruk sesuatu hal. 
Implikasi konsep kebebasan termuat dalam ikhtiar, yaitu “memilih 
yang terbaik” yang mana dalam upaya “memilih” tersebut membutuhkan 
sebuah daya untuk meraihnya.  Maka “berikhtiar” adalah kebebasan untuk 
melakukan upaya memilih sesuatu yang terbaik, atau bebas berusaha 
meraih yang terbaik diantara berbagai macam kebaikan yang ada.  
Tentang kebebasan manusia dalam kenegaraan Islam sekurang-
kurangnya ada lima kebebasan yang dapat diakui antara lain: Pertama, 
kebebasan beragama. Kedua, kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat 
sebagai “buah pikirannya”. Ketiga kebebasan dan memilih pekerjaan. 
Keempat, kebebasan untuk memiliki harta benda. Kelima, kebebasan untuk 
memilih tempat tinggal. Dan lima macam kebebasan tersebut bukan hanya 
diakui tapi juga wajib dilindungi dalam negara menurut Al-Qur’an. 
f. Prinsip perlindungan terhadap HAM 
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Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga 
dilindungi sepenuhnya. Karena, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang 
sangat yang sangat penting yaitu perinsip pengakuan hak-hak asasi manusia 
dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dan prinsip itu 
ditegaskan dalam surah Al-Israf /17:70: 
                        
                
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 
 
Yang dimaksud dengan anak-anak Adam disini adalah manusia sebagai 
keturunan Nabi Adam. Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan 
kemuliaan manusia dalam teks Al-Qur’an disebut karamah (kemuliaan). 
Karamah itu terbagi menjadi tiga kategori: Pertama, manusia dilindungi 
baik pribadinya maupun hartanya. 
Kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. Ketiga, hak hak 
politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bag setiap orang warga 
negara,karena kedudukannya yag di dalam Al-Qur’an disebut “ khalifah 
Tuhan di bumi.”65 
Al-Qur’an menjelaskan bahwa Prinsip pengakuan dan perlindungan 
hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikarunikan Allah 
                                                          
65Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki 
Putra, 2010), h.169. 
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kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam 
kenegaraan Islam ditekankan pada tiga hal yaitu: Pertama, persamaan 
manusia. Kedua, martabat manusia. Ketiga, kebebasan manusia. Dalam 
persamaan manusia  sebagimana telah dijelaskan bahwa status atau 
kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu Al-Qur’an 
menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin 
dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala 
bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain.  
Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan karamah atau 
kemuliaan yang dikarunikan Allah kepadanya. Manusia diciptakan Allah 
dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain 
lain ciptaan-Nya, manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan 
rohani tersendiri yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. 
Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada 
manusia ialah kemampuan manusia itu berpikir dan menggunakan akalnya 
bagai atribut yang hanya dimiliki manusia. Dengan struktur fisik dan rohani 
yang dimiliki itu, manusia secra fitrah atau naluri memiliki martabat dan 
kemuliaan yang harus diakui dilindungi.66 
g. Prinsip ketaatan kepada pemimpin atau ketaatan rakyat 
Dalam Al-Qur’an telah di tetapkan suatu prinsip yang dinamakan 
prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu di tegaskan dalam surah An-Nisa/4:59: 
                                                          
66 Muhammad Rasyid  Ridha, Wahyu Illahi Kepada Muhammad, terjemahan Josef 
C.D.(Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 468-469. 
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                         
                              
             
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. 
 
Bahwah ditafsirkan “menaati Allah” ialah “tunduk kepada ketetapan-
ketetapan Allah”, “menaati Rasul” ialah tunduk kepada ketetapan-
ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw. Dan “menaati ulil amri” ialah 
tunduk kepada ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam 
lingkungan tugas kekuasaanya.67 
Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa 
kecuali berkewajiban menaati pemerintah. Para sarjana hukum islam 
berpendapat bahwa kewajiban rakyat untuk menaati penguasa atau 
pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan islam, dengan kata 
lain selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau 
otoriter/diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada 
penguasa atau pemerintah.68 
Demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat  rakyat secara alternatif dan 
melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan 
                                                          
67Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral (Jakarta: UII Press, 2005), h. 62-63. 
68 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), p. 437-
439. 
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yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Inti dari koreksi rakyat 
terhadap  penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa adalah berupa 
teguran atau nasihat agar penguasa menyadari kekeliruannya dan kembali 
kepada ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana ditegaskan 
dalam Al-Qur’an. Apabila penguasa yang keliru itu telah menyadari 
kekeliruannya, maka rakyat boleh menaatinya untuk selanjutnya. 
Sebaliknya apabila penguasa yang keliru tidak mau menyadari 
kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa 
seperti itu harus segera mengundurkan diri atau dihentikan dari jabatannya 
itu.69 
Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau 
pemerintah, kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau 
mereka berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan 
rakyat. Penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaanya tidak 
boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan-kepentingan umum. 
Penguasa atau pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat 
ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingannya sendiri. Dengan 
demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengadung 
suatu asas timbal balik, dari suatu segi rakyat wajib taat dan tunduk kepada 
pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa  
wajb memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-
prinsip kenegaraan islam. 
                                                          
69A. Rahman Zunainuddin, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa (Jakarta: 
Media Dakwah, 1979), h.192. 
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h. Prinsip kedamaian dan kesejahteraan 
Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam 
ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. 
Artinya perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, 
keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung suatu makna yang 
didambakan oleh setiap orang yakni perdamaian. Al-Qur’an sangat 
menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Islam adalah agama 
perdamain. Al-Qur’an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar 
masuk ke dalam perdamaian Al-Baqarah/208: 
                        
              
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. 
 
Bahkan salah satu dari nama Allah adalah perdamaian.70 
Kenegaraan Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. 
Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada 
prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang 
merupakan suatu yag terlarang dalam Al-Qur’an. Perang hanya merupakan 
suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. Al-Qur’an 
hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain 
memulai lain lebih dahulu melancrkan atau mencoba ajaran islam. Apabila 
                                                          
70 Q.S Al-‘Anam (6:66), Yunus (10:32), Al-Kafirun (109:29), Al-Hajj (22:6 dan 62). 
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tindakan kekerasan atau perang terpaksa dilakukan maka Nabi Muhammad 
saw. Memberikan beberapa kaidah dalam hukum perang dengan 
menggunkan prinsip kewajaran dan kasih sayang. 
Prinsip kesejahteraan juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan 
keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh penyelenggara negara 
dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial bukan hanya sekedar 
pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup 
pula pemenuhan kebutuhan spritual dari seluruh rakyat. Negara 
berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan 
jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip 
keadilan sosial dan keadilan ekonomi.71 
Untuk mewujudkan prinsip ini, maka dengan kata lain realisasi prinsip 
kesejahteraan dan kedamaian itu semata-mata bertujuann untuk 
mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat sesuai dengan perintah 
Allah  swt. Yang mana terdapat dalam Al-Qur’an dirumuskan dengan kata-
kata “baldatun thayibatun wa rabbun ghafur”72 yaitu “suatu negara yang 
sejatera dibawah ridha Allah”. 
C. Pro-Kontra Demokrasi Pada Islam 
Perdebatan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi bukan hanya 
terjadi di kalangan akademisi Barat, tetapi juga di kalangan akademisi muslim. 
Kontroversi di kalangan internal muslim tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa 
                                                          
71Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, terjemahan Afif Mohammad (Bandung: 
Pustaka, 1984), h. 185. 
72Q.S. Saba (34:15), yang artinya :“Inilah negara yang makmur dan Tuhan Maha 
Pengampun”. 
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ada banyak variasi interpretasi terhadap teks-teks keagamaan Islam terutama 
Al-Qur’an dan Hadits, serta perbedaan respon dikalangan umat Islam terhadap 
modernitas.73 
Salah satu sistem politik Islam yang sampai saat ini masih sering 
diperbincangkan di Negara-negara Islam adalah term demokrasi. Meskipun 
sebenarnya term demokrasi sudah diterima oleh hampir semua pemerintahan 
di dunia; bahkan corak pemerintahan otoriter sekalipun menggunakan atribut 
‚demokrasi guna memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. 
Mendiskusikan hubungan Islam dan demokrasi pada dasarnya sangat 
aksiomatis. Hal ini dikarenakan, Islam merupakan agama dan risalah yang 
mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan mu’amalat manusia. 
Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah system pemerintahan dan mekanisme 
kerja antar anggota masyarakat serta symbol yang diyakini membawa banyak 
nilai positif. Polemic hubungan Islam dan demokrasi ini sebenarnya dipicu dari 
sebuah ketegangan teologis. Dimana antara rasa keharusan memahami doktrin 
yang telah lama mapan oleh sejarah-sejarah dinasti Muslim dengan tuntutan 
untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas 
fenomena social yang telah berubah.74 
                                                          
73Ahmad Ali Nurdin, “ Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi”, Jurnal 
Review Politik Vol. 06 No. 1 (Juni 2016), h. 2. Dilihat di     
http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/73 (11 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
74Ali Mutakin, “ Islam Dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan 
Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam”. Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 1 No. 1 ( Oktober 2016), h. 
25.https://www.academia.edu/35667454/ISLAM_DAN_DEMOKRASI_Kajian_Fikih_Siyasah_T
entang_Tantangan_Dan_Hambatan_Demokratisasi_Di_Dunia_Islam (13 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
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Sesungguhnya, demokrasi merupakan tantangan dan objek perdebatan, 
bukan hanya dunia Islam dan Barat, akan tetapi lebih di dunia interal Islam 
sendiri. Untuk memahami kondisi itu, memang tidak mudah mencari relevansi 
antara demokrasi yang notabene produk Barat dan Islam sebagai agama sebagai 
pegangan umat. Dalam kaitan ini Pola pemikiran Islam terbagi menjadi empat 
kategori yakni: pertama sekular, kedua konservatif, ketiga fundamentalis, dan 
keempat reformis.75 Pembagian pola pikir Islam inilah yang menjadi cikal 
bakal adanya perbedaan pendapat mengenai demokrasi. Dengan demikian 
Penulis akan membagi Pro dan Kontra demokrasi menjadi empat kelompok 
besar yakni: 
1. Kelompok Sekuler  
Kelompok ini berpendapat bahwa adanya keharusan pemisahan Agama 
dan Persoalan Negara.76 Kelompok ini berpandangan  bahwa Agama 
merupakan kebenaran universal yang bersifat dogmatis sehingga 
menimbulkan kekakuan ideologis dan mengakibatkan penentangan-
penentangan terhadap toleransi, pluralisme, dan kompromi dan juga 
pemisahan itu harus dilakukan agar tidak mempengaruhi keputusan pada 
bidang kekuasaan.77 Agama bersifat eksklusif dengan membangun batas-
                                                          
75Jhon L Esposito dalam tulisan A. Ilyas Ismail, “Islam Progresif Indonesia: Telaah 
Pemikiran dan Gerakan jaringan Islam Liberal”. Jurnal Al-Qalam, Vol. 29 No. 1 ( Januari-April 
2012), h. 94. Dilihat di http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/570 (15 
Oktober 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
76 Lukman Santoso, “ Rekonsiliasi Islam Dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto”. 
Jurnal Al-Tahrir, Vol. 16 No. 2 (November 2016), h. 392. Dilihat di 
http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/510 (15 September 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
77 Nader Hasemi, “Islam and Democracy in Iran: Eshkevari and the Quest for Reform”.  
Jurnal International Journal of Middle East Studies, Vol. 41, No. 2 ( Mei 2009), h. 129. Dilihat di 
http://naderhashemi.com/publications/  (15 September 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara 
ilmiah.  
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batas tak terlampaui. Sementara itu demokrasi bersifat inklusif, agaliter, 
dan tidak membeda-bedakan. hubungan agama dengan demokrasi bersifat 
netral, di mana urusan agama dan politik termasuk masalah demokrasi 
berjalan sendiri-sendiri. 78Oleh karena itu, peran agama bagi manusia hanya 
terbatas pada persoalan hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhannya 
dan pencarian makna hidup dan kehidupan. Sedangkan dalam interaksi 
sosial, nilai demokrasi seperti dalam kehidupan politik dijadikan sebagai 
tata krama dan etika sosial. 
Tokoh Islam yang melopori Islam sekuler ini adalah Ali Abdurrarziq, 
beliau berpendapat bahwa: “ Nabi Muhammad Saw adalah seseorang rasul 
yang murni mendakwahkan agama, tidak ada tendensi kekuasaan, tidak 
mendakwahkan dawlah (negara). Nabi tidak meletakkan dasar-dasar 
kerajaan. Beliau tidak lebih dari seseorang rasul sebagaimana rasul-rasul 
lain. Ia bukan raja, atau peletak dasar dawlah (negara), dan bukan pula 
orang yang menyeru kepada monarki”.  
Pada dasarnya risalah yang dibawa Nabi Saw merupakan sejenis 
kepimpinan bagi seseorang rasul atas kaum-kaumnya dan penguasaan atas 
mereka. Akan tetapi kepemimpinan tersebut tidak sama dengan 
kepimpinan dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya.79menurut beliau 
Islam dan Pemeritahan termasuk demokrasi tidaklah dapat di satukan 
dikarenakan Nabi menyiarkan ajaran Islam dengan maksud dan tujuan 
                                                          
78Naili Rohmah Iftitah, “Islam dan Demokrasi,” Jurnal Islamuna ,Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), 
h. 37. Dilihat di http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/article/view/556 (17 
September 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
79Laeli Fajriyah, “Analisis Pemikiran Ali Abdurraziq tentang Sekularisme Dalam 
Pemerintahan”. ( Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016), h. 49. 
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akhirat dan tidak ada sama sekali sangkutpautnya dengan kekuasaan 
pemerintahan. Dalam ajarannya temasuk mengenai Islam dan demokrasi 
yakni harus ada pemisahan di antara keduanya karena bermaksud untuk 
menjadi yang lebih moderen dan berkembang. Dan tokoh lainya ialah 
Kahlid  Muhammad Khalid 
2. Islam Konservatif 
Kelompok ini berkarakter ekskulif, mereka menutup diri terhadap 
sesuatu yang berasal dari luar kelompok mereka. Dan kebenaran hanya ada 
dari kelompok mereka. Mereka yang berbeda dinilai sebagai kelompok  
yang ‘salah”. Selain itu Islam Konserfatif berpendapat  bahwa muslim 
Islam tidak bisa menerapkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan 
Hadits.80 dan beranggapan bahwa Al-Qur’an adalah Ilahi yang harus di 
pahami secara literer. Karena itu, semua segi kehidupan termasuk masalah 
Negara dan kepemimpinan, telah diatur di dalam Al-Qur’an. Mereka 
berusaha menerapkan Syariat Islam.81 Dan kelompok ini sangat menolak 
adanya demokrasi. Alasanya bahwa demokrasi tidak mempunyai dasar 
dalam Islam. Mereka beranggapan bahwa demokrasi merupakan produk 
Barat yang berasal dari Manusia, dan tidak bisa di gabungkan atau tidak 
                                                          
80Dwi Ratnasari, “Fundamentalisme Islam”. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4 No. 
1(JanuariJuni2010),h.43.http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/13
7 (17 September 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
81 I t z chak Weismann, “Modernity from Within: Islamic Fundamentalism and Sufism”. 
Jurnal Walter de Gruyter, Vol. 10 No. 1 (2011), h. 143. https://philpapers.org/rec/WEIMFW (13 
September 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
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kompatibel dengan syariat Islam. Dan mereka menyerukan bahwa Islam itu 
murni, 82sakral yang harus diterapkan sebagai satu-satunya hukum.  
Banyak tokoh yang menolak mengenai demokrasi antara lain:  
Sayyid Qutb, beliau berpendapat sistem negara-negara Arab yang tak 
islami sebagai bagian dari jahiliyah modern. Banyak aspek-aspek yang 
belaku dalam kehidupan modern, termasuk institusi dan kepercayaan barat 
sebagai kejahatan dan bertentangan dengan Islam. Beliau menyakini 
universalitas dan kesempurnaan Islam sangat cocok bagi setiap orang tanpa 
memandang tempat dan waktu. Syariah menjadi sumber aturan kehidupan. 
Pemikir Islam lainnya yakni Hasan  Turabi, menyatakan sistem sosial 
dan politik perlu didasarkan pada tauhid. Menurutnya syura dan tauhid 
bergadengan tangan. Bagi kelompok konservatif, syura sangat berbeda 
dengan gaya demokrasi barat. Tokoh pemikir lainnya yakni Hasan Al-
Banna dan Husen Haikal. 
Tak terkecuali  Tokoh Islam Indonesia banyak juga Tokoh-tokoh yang 
yang menolak adanya demokrasi yakni: Hasyim Muzadi, Mantan ketua 
umum PBNU, beliu tidak setuju dengan diadakannya demokrasi di 
Indonesia karena di takutkan akan merusak agama sebab diadakannya 
kebabasan berfikir dan berpendapat, sedangkan Islam tidak bisa dibangun 
dengan sesuka hati tapi harus berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 
Saw.  
                                                          
82 Siti Mahmudah, “Refromasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil ‘Abd Al-Karim”. 
Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 13 No.1 (Juni 2016), p. 78. dilihat di 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1131 (17 September 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
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Begitu pula dengan mantan ketua umum Muhammadiyah, Din 
Syamsyuddin, beliau berpendapat bahwa demokrasi memiliki hal negatif 
yakni bahwa demokrasi tidak sesuai dengan konsep islam, seperti 
kebebasan berfikir dan berbuat dalam masalah aqidah dan ibadah.  
3. Islam Liberal 
Bagi kelompok yang kontra pemikiran Islam liberal dianggap sebagai 
upaya pihak Barat dalam melemahkan Islam. Mereka menganggap bahwa 
proyek liberalisasi Islam yang terjadi di Indonesia dan dunia Islam lainnya 
merupakan upaya pengukuhan hegemoni Barat di dunia Islam. Bahkan bagi 
kalangan yang menentang Islam liberal ini dianggap sebagai virus yang 
senantiasa berusaha menghancurkan dan memecah belah pertahanan iman 
umat Islam.83 Sedangkan bagi pihak yang pro, pemikiran Islam liberal 
dianggap sebagai sebuah usaha memperkenalkan Islam dalam konteks 
kemoderan dengan wajah Islam yang damai dan santun jauh dari wajah 
Islam yang selama ini diidentikkan dengan kekerasan dan bahkan 
terorisme. 
Terlepas adanya pro dan kontra terhadap kemunculan pemikiran Islam 
liberal,  Kuzman men-definisikan Islam liberal sebagai sebuah kelompok 
yang secara kontras berbeda dengan Islam adat (costumary Islam)84 dan 
Islam revivalis (revivalist Islam) Islam Liberal memiliki pandangan 
tersendiri mengenai demokrasi, Islam liberal berpendapat bahwa mereka 
                                                          
83Lukman Hakim, “ Mengenal Pemikiran Islam Liberal “. Jurnal Subsantia, Vol. 14 No. 
1, (April 2011), h. 180. Dilhat di https://www.semanticscholar.org/paper/MENGENAL-
PEMIKIRAN-ISLAM-LIBERAL-Hakim-Omar/04a42321e7e74751e6bb46ed60f9dd75ac89a6d2 
(15 Oktober 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
84 Ibid, h. 181. 
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mendukung demokrasi, menentang teokrasi, jaminan kepada hak-hak kaum 
perempuan, hak-hak non muslim sebagai kaum minoritas dalam sebuah 
negara Islam, pembelaan terhadap kebebasan berfikir dan kepercayaan 
terhadap potensi manusia85. Tema-tema ini merupakan tema-tema yang 
boleh membahayakan buat diri mereka yang menyuarakannya. Mereka 
inilah yang secara tradisi sering kali diabaikan oleh pengamat dan media 
Barat, yang lebih tertarik dengan pemberitaan yang memojokkan Islam 
sebagai ekstremis. Padahal mereka inilah yang boleh dikategorikan sabagai 
kelompok Islam yang mempertahankan tradisi liberal dalam Islam. kaum 
liberal itu berfikir bahwa agama itu harus ditransformasikan menjadi 
penalaran moral (moral reasoning).  Dan membatasi kebebasan, sepanjang 
tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Dengan kata lain, kaum liberal 
berorientasi pada kebebasan dalam kerangka hak-hak sipil dan hak-hak 
asasi manusia pada umumnya. Kaum liberal menjadikan hak-hak asasi 
manusia sebagai ukuran dan orientasi. Dengan demikian jika ada penafsiran 
wahyu yang bertentangan dengan asas itu maka akan ditolak oleh kaum 
liberal.86 
Tokoh-tokoh liberal yang menyerukan tentang  demokrasi antara lain:   
                                                          
85 Nader Hashemi, “Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic 
Theory for Muslim Societies”.  Jurnal Oxford University Press, Vol. 22 , No. 1 ( 2013), h. 79. 
https://scholar.google.co.id/scholar?q=nader+hashemi+islam+secularism&hl=id&as_sdt=0&as_vi
s=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DOBdBbE_BGcwJ (15 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
86 Hamid Fahny Zarksyi, “Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, 
Orientalis dan Kolonialis”. Jurnal Tsaqafah, Vol. 5, No.1 (Juni 2006), h. 9. Dilihat di 
https://www.researchgate.net/publication/304465804_Liberalisasi_Pemikiran_Islam_Gerakan_Be
rsama_Missionaris_Orientalis_dan_Kolonialis (15 Oktober 2019) dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah.  
 
59 
 
Syekh Yusuf Qardawi, Beliau berpendapat bahwa subtansi demokrasi 
sejalan dengan Islam. Menurut beliau hal itu bisa dilihat dari beberapa hal, 
misalnya:  dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang 
untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus 
keadaan mereka, tentu saja mereka tidak akan memilih sesuatu yang 
mereka tidak sukai, demikian juga dalam Islam, Islam menolak imam shalat 
yang tidak disukai oleh makmumnya. Usaha setiap rakyat untuk 
meluruskan pemimpin yang menyeleweng juga sejalan dengan Islam. 
Bahkan amar ma’ruf nahi munkar serta memberi nasehat kepada pemimpin 
addalah bagian ajaran Islam. 
Muhammad Abduh, menekankan pentingnya penguatan moral akar 
rumput masyarakat Islam, dengan kembali ke masa lalu, namun mengakui 
dan menerima kebutuhan untuk perubahan.. serta menghubungkan 
perubhan itu dengan ajaran Islam. Beliau menyakini Islam dapat 
mengadopsi untuk berubah sekaligus mengendalikan perubahan itu. Islam 
dapat menjadi basis moral sebuah masyarakat yang progressif dan modern. 
Sebenarnya konsep demokrasi inni sudahlama di kenal Islam sebelum 
orang-orang eropa menemukannya. Islam mengajarkan umatnya dengan 
melaksanakan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.87 Tokoh yang 
liberal lainnya yakni Ibnu Rusyd, Toha Husein  
4. Islam Moderat 
                                                          
87Komaruzaman, “Studi Pemikiran Abduh dan Pengaruhnya Perhadap Pendidikan 
Indonesia” Jurnal Tarbawi, Vol. 3 No. 1 (2017), h. 94-95. Dilihat di 
https://www.neliti.com/id/publications/256454/studi-pemikiran-muhammad-abduh-dan-
pengaruhnya-terhadap-pendidikan-di-indonesia (1 Oktober 2019) dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah.  
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Kelompok Islam moderat ialah kelompok yang menyiratkan pada 
orang-orang yang berpandangan modernis, progressif, dan reformis. Dan 
kelompok ini kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas 
dan juga mengklaim bahwa mereka merespresentasikan diri sebagai 
Muslim sejati dan autentik. Namun dalam hal lain, mereka menegaskan 
bahwa mereka tidak mengubah agama. Sebaliknya mereka berupaya 
mengajak umat Islam kembali ke keyakinan orisinal mereka. Namun satu 
hal yang pasti bahwa istilah moderat lebih tepat menggambarkan pendirian 
keagamaan mayoritas umat Islam disbanding refornis dan progresif.88 
Muslim Moderat percaya bahwa mengupayakan penghargaan dan 
penegakan hak-hak Asasi Manusia sebagai tujuan etis yang hendak dicapai 
merupakan perkara prinsip moral yang mendasar, dan jauh dari konsep 
Universal yang keliru. Muslim Moderat juga percaya bahwa sementara bisa 
sangat tidak jujur untuk berlagak bahwa hukum Islam menawarkan daftar 
hak-hak asasi manusia yang siap pakai, Hak-hak asasi manusia sebagai 
sebuah konsep dan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan benar-
benar bisa dipertemukan dengan teknologi hukum Islam. Sejumlah kaum 
moderat bahkan melangkah lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa tak 
hanya Islam dan demokrasi serta hak-hak asasi manusia bisa dipertemukan, 
                                                          
88Miftahuddin , ”Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perpektif Historis”. Jurnal 
Islamika, Vol. 3 No. 1 (Januari-Maret 2014), h. 17.  Dilihat di 
https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4338 ( 2 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
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melainkan bahwa Islam memerintahkan dan menuntut sebuah sistim 
pemerintahan yang demokratis.89 
Kaum moderat percaya bahwa ada beberapa konsep dan praktik lain 
dalam warisan Islam yang mendukung prinsip demokrasi Al-Qur’an 
dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan semua 
urusannya lewat musyawarah (shura). Orang-orang moderat membaca ayat 
ini sebagai perintah Tuhan yang menandaskan kembali tidak 
dibenarkannya penindasan dan kesewenangan. Pengambilan keputusan 
harus tidak oleh orang atau elit despotic.Sebaliknya, umat Islam harus 
menemukan cara untuk menetapkan keputusan sebagai hasil dari interaksi 
demokratis diantara banyak orang.90 
Terakhir, kaum Moderat bertumpu pada konsep sensus (‘ijma), atau 
persetujuan bersama dari sekelompok orang bahwa isu tertentu salah atau 
benar. Kaum Moderat juga telah mencoba menafsirkan kembali konsep 
consensus untuk menopang ide demokrasi yang ditentukan oleh kehendak 
mayoritas. Kaum Moderat berpendapat bahwa untuk tujuan memerintah 
suatu negara, kehendak rakyat merepresentasikan kedaulatan politik, dan 
kehendak ini mengikat, dan bersifat wajib. Selain itu mereka menegaskan 
bahwa pandangan-pandangan atau suara setiap warga, muslim atau yang 
lain, seharusnya juga dipertimbangkan dalam rangka mendapatkan 
                                                          
89 Asep Abdurrohman, “ Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam”. Jurnal 
Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1 ( Maret 2018), h. 36. dilihat di 
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/view/671/450 (15 Oktober 2019) dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah.  
90Ibid, h. 37. 
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kehendak mayoritas, sehingga nanti dapat menggambarkan kehendak 
rakyat.91 
Bagi beberapa orang moderat sudah menyuarakan beberapa pendapat 
terkait dengan adanya perdebatan. Pertama, bahwa otoritas terakhir ada 
pada Tuhan, dan dengan begitu Tuhanlah pemegang kedaulatan. Akan 
tetapi Tuhan telah mendelegasikan otoritas total kepada manusia untuk 
menjalankan urusan-urusan mereka sesuai dengan kehendakan mereka. 
Tuhan menunda hakNya untuk memberikan pahala atau menghukum siapa 
yang dikehendakinya kelak di akhirat.92 Pandangan ini banyak di 
kembangkan ulama klasik dan ulama modern , seperti Al-Maududi,93 beliau 
berpendapat bahwa Islam bukanlah sekumpulan ide yang tak berhubungan 
satu sama lain. Islam adalah suaru sistem yang teratur rapi., sesuatu 
keseluruhan yang konsisten. Maka dari itu beliau merumuskan prinsip-
prinsip Islam dengan sebutan Theokrasi Islam dan mengambungkannya 
dengan demokrasi, dan memperkenal dengan Istilah Theo-Demokrasi yaitu 
suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam 
pemerintahan ini rakyat diberikan kekuasaan terbatas, di bawah wewenang 
                                                          
91Sofiuddin, “Transformasi Pendidikan Islam Moderat Dalam dinamika Keumatan dan 
Kebangsaan “. Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 18, No. 2 
(November 2018), h. 354. Dilihat di http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1512 (15 Oktober 2019) dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah.  
92 Ibid, h.  356. 
93 Moh. Zahid, “Konsep Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasah” Jurnal Al-Ihkam, Vol. 4 
No. 1 (Juni 2009), h. 23. Dilihat di 
http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/260 (15 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
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Allah. Pemikiran yang serupa dengan Al- Maududi yakni antara lain: Al-
Ghazali, Al-Mawardi, M. Iqbal, Khalil Abd’ Karim.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
94 Bambang Syiful Ma’arif, “ Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi” Jurnal 
Mimbar, Vol 19 No. 2 ( April-Juni 2003), h. 175. Dilihat di 
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/101 (15 Oktober 2019) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
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BAB III 
PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID  
 
A. Biografi Abdurrahman Wahid 
1. Background Sosio-Histori Biografi Intelektual Abdurrahman Wahid 
    Abdurahman wahid merupakan salah satu figur fenomenal yang telah 
membawa dinamika kesejahteraan Indonesia.Abdurrahman Wahid 
berhasil menemukan pijakan bagi pencarian jawaban-jawaban yang 
strategis bagi penguatan  civil society di masa depan.95 
     Abdurrahman Wahid96  yang dikenal dengan panggilan Gus Dur 
karena Gus adalah panggilan kehormatan khas didunia pesantren 
kepada seorang anak Kyai yang berarti abang atau mas. Dan selanjutnya 
akan diuraikan nama Abdurrahman Wahid dengan Gus Dur.  Gus Dur 
dilahirkan pada tanggal 7 September 1940 didaerah Denanyar, dekat 
kota Jombang,97 Jawa Timur, dirumah Pesantren milik kakek dari pihak 
ibunya, Kyai Bisri Syanuri.98 Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga 
muslim yang Jawa terkemuka. Ia merupakan putra tertua dari enam 
bersaudara yang masih keturunan “darah biru”. Ayahnya K.H. Wahid 
                                                          
95Greg Barton, The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid terjemahan Lie Hua 
(Yogyakkarta: Lkis Yogyakarta,2011), h. 12. 
96Nama lengkapnya Abdurrahman Ad-dhakil. Secara leksikal ad-dhakil yang mempunyai 
makna Sang Penakluk, sebuah nama yang diambil oleh ayahnya,Wahid Hasyim,dari seorang 
perintis Dinasti Ummayah yang telah menamcapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Sebutan 
Ad-dhakil dalam perjalanan hidup Abdurrahman tidak cukup dikenal yang kemudian diganti 
dengan Wahid sehingga menjadi Abdurrahman Wahid. Dilihat di Syamsul Bakri Mudhofir, 
Jombang-Kairo, Jombang-Chikago: Analisis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam 
Pembaharuan Islam di Indonesia, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 23. 
97 Ibid, h. 24. 
98Kakek Gus Dur dari pihak ibunya dilahirkan pada bulan september 1886, di daerah 
pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah dearah yang memiliki banyak pesantren. Beliau juga 
merupakan tokoh kunci lahirnya Nu. 
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Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari99, ulama besar yang telah 
mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Hj. 
Sholehah Bisri Syansyuri adalah dua tokoh pendiri Nahdatul Ulama 
(NU) Sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. 100101 
     Pada tahun 1944, Gus Dur kecil Pindah dari Jombang ke Jakarta, 
tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro 
Muslimin Indonesia (Masyumi).102 Setelah deklarasi kemerdekaan 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan 
tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan 
Belanda.  
     Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan 
Ayahnya di tunjuk sebagai Menteri Agama.103 Gus Dur belajar di 
Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. 
Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah 
                                                          
99 Kakek Gus Dur di lahirkan pada bulan februari 1871 dan meninggal di Jombang pada 
bulan Juli 1947. Dan juga seorang pendiri NU pada tahun 1926. Beliau juga seorang yang nasionalis 
dan teguh dalam pendirian. Banyak dari teman-temannya yang merupakan tokoh-tokoh terkemuka 
gerakan nasionalis pada periode sebelum perang. Banyak keterangan rinci mengenai kakek dan 
ayah Gus Dur diambil dari buku Saifullah Ma’sum, Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh 
Nu (Bandung: Mizan, 1999), h. 67. 
100 Heru Prasetia, Gus Dur Van Jombang, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2010), h. 10. 
101 Biografi di Bab ini yang berkenaan dengan kakek, orang tua, dan aggota keluarga 
Gusdur lainnya berdasarkan pada bahan yang diambil dari sejumlah data-data literatur yang di dapat 
dan mengenai ini untuk pemahan Gur-Dur  mengenai sejarah Keluarganya tidak dapat dibuktikan 
kebenarannya yang sesugguhnya, dan mungkin saja dalam beberapa hal ada beberapa yang kurang 
tepat. Seperti, banyak sejarawan bereaksi skeptis mengenai apa yang dianggapnya silsilah 
keluarganya. Studi-studi ilmiah mengenai hal ini yang pada masa yang akan datang harus secara 
kritis memeriksa hal ini. 
102 Pada tahun 1939, Nu menjadi anggota MIAI ( Majelis  Islam A’la Indonesia) sebuah 
badam federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang 
yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943 ayah Gus Dur di tunjuk menjadi ketua partai Masyumi 
menggantikan MIAI.  
 103Wahid Hasyim Menjadi Menteri Agama Indonesia pertama masa  kabinet Prensidentil 
( 19 Agustus 1945 – 14 November 1945), Kabinet RIS ( 20 September 1949 – 6 september 1950).   
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Menengah Pertama di Sekolah Menengah Ekonomi  Pertama ( SMPEP) 
di Tanah Abang.104 Selanjutnya pada sore harinya Gus Dur melanjutkan 
belajar mengaji kepada KH Ali bin Maksum bin Ahmad di Pondok 
Pesantren Krapyak, Yogyakarta.105 Pada tahun 1957, setelah lulus dari 
SMP, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim 
di Pesantren Tegalrejo, Magelang. 106 
     Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian 
Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Pada usia 
22 tahun). 107Dan pada tahun 1965 ia mulai belajar tentang Studi Islam 
dan bahasa Arabnya. Di Mesir, Ia bekerja di Kedutaan Besar 
Indonesia.108 
     Pada tahun 1966 Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern 
yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak ia masuk 
dalam Departement of Religion di Universitas Bagdad sampai tahun 
1970. 109Selepas belajar di Baghdad Gus Dur bermaksud melanjutkan 
studinya ke Eropa. Akan tetapi persyaratan yang ketat, utamanya dalam 
bahasa-misalnya untuk masuk dalam kajian klasik di Kohln, harus 
                                                          
104Munawar Ahmat, Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana  Kritis (Yogyakarta: 
Lkis,2010), h. 84. 
105Muhammaf Rifai, Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009 ( 
Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010), h. 96. 
106 Ibid, h.97. 
107Greg Barton, Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President 
(Australia: A UNSW Press book, 2002), h. 85. 
108Ibid, h. 84-87. 
109Abdul Qadir Jaelani lahir pada 18 maret 1077 dan wafat pada hari sabtu pada 15 Januari 
1166 pada usia 89 tahun. 
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menguasai bahasa Hebraw.110 Akhirnya ia kembali ke Indoneisa setelah 
terilhami berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia 
pesantren. Perjalanan keliling studi Gus Dur berakhir pada tahun 1971. 
     Setelah kembali ke Jakarta, Ia bergabung di Fakultas Ushuluddin 
Universitas Tebungireng Jombang, tiga tahun kemudian dia menjadi 
sekertaris Pesantren Tebuireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur 
mulai menjadi penulis dan kolumnis.111 Lalu pada tahun 1974 Gus Dur 
bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan 
Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari 
kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.112 
    Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung dengan Universitas Hasyim 
Asyari dan Ia sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan.  
Kakeknya Bisri Syansuri menawarinya bergabung dengan NU, 
akhirnya Gus Dur Bergabung dengan NU. Pada Musyawarah Nasional 
1984, banyak orang yang menyuarakan agar Gus Dur menjadi nominasi 
ketua NU yang baru113. Akhirnya, Gus Dur terpilih menjadi ketua 
umum PBNU, namun permintaannya untuk memilih sendiri pengurus 
                                                          
110Bahasa hebrew atau hebraw adalah bahasa Ibrani yakni sebuah bahasa semitik dari 
cabang rumpun bahasa Afro-Asia yang merupakan bahasa resmi Israel, dan dituturkan sebagian 
orang Yahudi di seluruh dunia. Secara kultural bahasa ini dianggap sebagai bahasa Yahudi, 
meskipun bahasa ini juga dipergunakan oleh kelompok-kelompok non-Yahudi, seperti orang 
samaria. 
111Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikkan Esensi Pendidikan di 
Era Global (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), p. 72. 
112Ibid, h. 72. 
113Pada tanggal 2 mei 1982, para pejabat tinggi NU bertemu dengan ketua NU yaitu Idham 
Chalid, dan memintanya untuk mengundurkan diri sebagai ketua. Awalnya Idham menolak mundur 
dari jabatannya namun akibat tekanan akhirnya Idham mundur. 
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dibawah kepemimpinannya tidak dipenuhi.114 Pada tahun 1985, Gus 
Dur ditunjuk Soeharto untuk menjadi Indoktrinator Pancasila. Pada 
tahun 1987, Gusdur lebih menunjukan dukungannya terhadap rezim 
orde baru dengan mengkritik PPP dalam pemilu legislatif 1987 dan Ia 
memperkuat partai Golkar, kemudian Ia menjadi anggota MPR 
mewakili Golkar.115 
     Pada Musyawarah Nasional 1989, Gus Dur terpilih kembali sebagai 
Ketua Umum PBNU116 Selama masa jabatan kedua sebagai ketua NU, 
ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi 
tidak setuju. Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan 
menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.117 
     Pada Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur kembali terpilih menjadi 
Ketua NU dan Ia mulai melakukan aliansi politik dengan Megawati 
Soekarno Putri. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu 
pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU.118 
                                                          
114 Ahmad Bahar, Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid (Yogyakarta: Bina 
utama,1999), h. 67. 
115 Ibid, h. 68. 
116 Ahmad Bahar, ICMI: Kekuasaan dan Demokrasi (Indonesia: aPena Cendekia 
Indonesia,1995), h. 45. 
117 Kedatangannya itu untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel 
dan Yordania.  Sehinga  ia sebelum menjadi persiden ia dekat dengan Israel. Alasanya Gus Dur 
menjalin hubungan Israel di karenakan beberapa kepentingan yaitu : pertama, Gus Dur ingin 
memastikan kapitalis George Soros, yang keturunan Yahudi tidak mengacaukan pasar modal. 
Kedua, ia ingin meningkatkan posisi tawar  Indonesia di Timur Tengah, sebab selama ini Timur 
Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis. Gus Dur mendalami garis politik, 
budaya dan ekonomi Yahudi, dan membuat  Gus Dur penasaran akan  cara Yahudi bisa 
mempengaruhi elite Amerika hingga kini. Sehingga ketertarikan akan Yahudi dan Isreal Gus Dur 
ingin mengirim banyak sarjana untuk belajar di Isreal. Pada akhirnya kedekatan Gus dur dan Isreal, 
nama Gus Dur tercantum pada Surat kabar Haaretz di Israel menyematkan julukan pada 
Abdurrahman Wahid dengan “A friend of Israel in the Islamic Wolrd” lewat judul sebuah 
wawancara pada 2004.  
118Abdul Munir Mulkhan, Perjalanan Politik Gus Dur (Jakarta: Kompas, 2010), h. 43. 
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     Pada Juni 1998, banyak orang komunitas NU mengusulkan agar Gus 
Dur mendirikan partai politik dan permintaan tersebut mulai ditanggapi 
pada bulan Juli, Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi 
Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua 
partai.119 Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi me nyatakan Gus 
Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.120 
     Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam pemilu legislatif, PKB 
memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% 
suara.121Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi 
mengumumkan bahwa Abdurrahman Wahid yang akan dicalonkan 
sebagai presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato 
pertanggungjawaban Habibie. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali 
berkumpul untuk mulai memilih presiden baru, kemudian 
Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-4 dengan 
perolehan 373 suara.122 
2. Perkembangan Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Karya-karya 
Abdurrahman Wahid 
     Perkembangan intelektual Gus Dur dibentuk oleh pendidikan Islam 
paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran sunni klasik dan 
pendidikan Barat modern123. Faktor-faktor ini merupakan prasyarat 
                                                          
119Ibid, h. 45. 
120Ibid, h. 46. 
121Ibid, h. 51. 
122Ibid, h. 60. 
123Akhmad Taufik, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam (Jakarta: PT Raja 
Grafndo Persada, 2005), h. 72. 
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baginya untuk mengembangkan ide- ide liberalnya.124 Dalam kegiatan- 
kegiatannya yang berkaitan dengan perjalanan, membaca dan 
memperdebatkan ide, Gus Dur mensintesiskan kedua dunia pendidikan 
ini. Menurut Greg Barton, barangkali ia mengerjakan hal ini secara 
lebih lengkap dari pada mayoritas inteletual Islam Indonesia lainnya.125 
     Secara kultural, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya. 
Pertama, Gus Dur bersentuhan dengan kultur dunia pesantren yang 
sangat hierarkis, tertutup, dan penuh dengan etika yang serba formal; 
Kedua, dunia Timur yang terbuka dan keras; dan Ketiga, budaya Barat 
yang liberal, rasioal dan sekuler. Kesemuanya tampak masuk dalam 
pribadi dan membetuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan 
berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Sampai sekarang masing-
masing melakukan dialog dalam diri Gus Dur. Inilah sebabnya 
mengapa Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan sulit dipahami.126 
Kebebasannya dalam berpikir dan luasnya cakrawala pemikiran yang 
dimilikinya melampaui batas-batas tradisionalisme yang dipegangi 
komunitasnya sendiri. Terlepas dari kontroversi yang ada, semua 
aktifitas tersebut mendapat apresiasi oleh banyak pihak, termasuk yang 
tampak dari penghargaan Megsaysay127 dari pemerintah Filipina atas 
usahanya mengembangkan hubungan antar-agama di Indonesia 1993 
                                                          
124Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, terjamahan (Jakarta: Paramadina, 
1999), h. 256.  Khusus tentang pemikiran dan kiprah Gus Dur, lihat. h.325-430 dan h. 488-501. 
125 Ibid, h. 138 
126 Brebesy Ma‟mun Murod, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur Dan Amien Rais 
Tentang Negara (Jakarta: Raja Grafindo,1999), h. 27 
127 Penghargaan ini adalah penghargaan yang diberikan pada mereka yang mempunyai 
jiwa dan semangat, integritas, dan perjuangan untuk kebebasan. Lihat Agus Trianto, Bahasa 
Indonesia: Bahasan Tuntas Kompetensi (Bandung: Erlangga, 2006), h. 35. 
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dan Penghargaan Dakwah Islam Dari Pemerintah Mesir 1991.128Corak 
pemikiran Gus Dur yang liberal dan inklusif sangat dipengaruhi oleh 
penelitiannya yang panjang terhadap khazanah pemikiran Islam 
tradisional yang kemudian menghasilkan reinterpretasi dan 
kontekstualisasi.129 
     Kebebasan berfikir Gus Dur inilah yang kemudian memberikan 
menginspirasi para intelektual Islam Indonesia untuk “bebas” pula 
memilih istilah yang tepat bagi tipologi pemikiran Gus Dur menurut 
versi masing-masing. Greg Barton memasukkannya ke dalam 
kelompok neo-modernisme yang pernah digagas oleh Fazlur Rahman. 
Dalam tipologi ini, Gus Dur disandingkan dengan Nurcholish Madjid 
(Cak Nur), Ahmad Wahib dan Djohan Effendy. Sebelumnya, Wiiliam 
Liddle memasukkan Gus Dur sebagai pemikir Indigenist.130 Sementara 
itu, M. Syafi‟i Anwar memasukkan Gus Dur sebagai pemikir 
substanvistik.131 Bahkan yang terakhir, Mujamil Qomar, memasukkan 
Gus Dur sebagai pemikir divergen, yaitu berpikir yang menjelajah 
keluar dari cara-cara berpikir konvensional.132 
     Sejumlah karya tulis membuktikan intelektualisme Gus Dur yang 
kaya dengan gagasan dan pemikiran kreatif-transformatif dan inovatif. 
                                                          
128 Zainal Ali, 100 Orang Indonesia Paling Berpengaruh (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 
h. 17. 
129 Munawar Ahmat, Ijtihat Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis (Yogya karta: LkiS, 
2010), h. 324. 
130 Faisol, Gus Dur dan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), h. 37. 
131 Mujamil Qomar, NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme 
Islam (Bandung: Mizan, 2002 ), h. 254. 
132Kamaruzzaman Bustamam- Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII 
Press, 2004), h. 85. 
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Tulisan-tulisan ini juga mungkin suatu bukti bahwa gerakan atau aksi 
Gus Dur tidak hampa teori atau tidak tanpa visi, yang suatu waktu dapat 
terjerumus pada oportunisme dan pragmatism politik. Ketajamannya 
membaca realitas dan kekritisannya mengambil keputusan dapat dilihat 
dari kecenderungan tulisan-tulisan tersebut. 
     Tulisan Gus Dur dari studi bibiliografis ternyata ditemukan ada 
493 buah tulisan Gus Dur sejak awal 1970-an hingga awal tahun 2000. 
Hingga akhir hayatnya 2009, bisa jadi telah lebih dari 600 buah tulisan 
Gus Dur. Karya intelektual yang ditulis selama lebih dari dua dasawarsa 
itu diklasifikasikan delapan bentuk tulisan, yakni tulisan dalam bentuk 
buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, analogi buku, dan 
makalah. Penulis akan mencamtumkan beberapa karya Gus Dur 
tersebut  sebagai berikut.133  
1. Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Jakarta,. Penerbit: Gramedia. 
2015 
2. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi 
Kebudayaan. Penerbit: PT. The Wahid Institute 2007 
3. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Penerbit: Majalah Amanah 2014 
4. Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Yogyakarta. 
Penerbit: LkiS. 2010 
5. Prisma permikiran Gus Dur, Yogyakarta. Penerbit: Lkis. 
                                                          
133 Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di 
Era Global (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 73. 
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1999 
6. Muslim di Tengah Pergumulan, Penerbit: Lembaga Penunjang 
Pembangunan Nasional. 1983 
7. Membangun demokrasi, Bandung. Penerbit: PT Remaja 
Rosdakarya. 1999 
8. Menggerakan Tradisi, Yogyakarta. Penerbit: Lkis. 2010 
9. Gus Dur Menjawab Perubahan zaman. Jakarta. Penerbit: 
Kompas.1999 
10. Gus Dur Bertutur. Jakarta. Penerbit: Harian Proaksi.2005 
     Terdapat juga tulisan-tulisan kumpulan esai yang ditulis Gus Dur 
pada periode 1980-an yang diterbitkan oleh Tempo. Sebuah periode 
yang dapat disebut sebagai “periode ilmiah”-nya Gus Dur. Diantara 
judul esai-esai tersebut antara lain seperti: Pesantren Dan Ludruk, 
Kiyai Nyentrik Membela Pemerintah, Kiyai Khasbulloh Dan 
Musuhnya, Sulit Masuknya Mudah Keluarnya, Kiyai Ikhlas Dan Ko- 
Edukasi, Akar Prioritas Ibadah, Dokter Idealis Kiyai Formalis dan 
Muallim Syafi‟i: In Memoriam. Berbagai judul esai ini dapat pula 
ditemukan dalam buku “Kiyai Nyentrik Membela Pemerintah.”. 
 
B. Pro-Kontra Atas Pelaksanaan Konsep Demokrasi di Indonesia  
    Secara teoritis, demokrasi adalah sebagai konsep universal yang 
berlaku dalam semua tempat dan waktu, namun dalam memahami dan 
menerapkannya, tentu mempunyai padangan yang berbeda-beda. 
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Contohnya Pro-Kontra demokrasi di Indonesia yang melahirkan 
perbedaan pandangan mengenai demokrasi, seperti Kelompok Agamis, 
Kelompok Nasionalis, Kelompok Sosialis, dan lainnya. Berikut 
penjabaran Pro-Kontra Kelompok tersebut mengenai demokrasi di 
Indonesia dari awal pemerintahan Indonesia hingga masa Reformasi :  
1. Demokrasi Parlementer 
     Demokrasi Parlementer telah dipraktikkan pada masa berlakunya 
UUD 1945 periode pertama, Pada masa berlakunya Demokrasi 
Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak 
stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab 
ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang 
bertugas sebagai pelaksana pemerintahan.134 
     Dari demokrasi inilah lahir perbedaan pendapat atas Ideologi 
masing-masing partai. Dengan demokrasi ini banyak partai ikut serta 
dalam memberikan aspirasi mereka dan memperjuagkan ideologi yang 
mereka yakini masing-masing. Pada 29 September 1955, pemilu pertama 
                                                          
134 Penyebab ketidaksinambungannya karena dalam negara demokrasi dengan sistem 
pemerintahan parlementer kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat 
tergantung pada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat 
yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Indonesia mengalami gonta-ganti 
kabinet. Usia kabinet tidak bisa bertahan lama, karena sering mengalami mosi tak percaya di 
tengah jalan dan akhirnya jatuh. Namun dalam sistem inilah Indonesia menampung banyak 
partai yang akan ikut serta dalam pemilu 1955. 
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di Indonesia dapat dilaksanakan. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai dengan 
aneka ragam latar belakang politik dan ideologi.135 
     Dari pemilu ini, setidaknya ada tiga ideologi yang meraih suara 
terbesar dan akan bersaing di Konstituante nantinya. Ketiganya 
adalah Islam, nasionalis, dan komunis. Pertarungan ideologi di 
Konstituante benar-benar bebas dan jauh dari tekanan-tekanan. 
Masing-masing pihak leluasa mengeluarkan pandangan dan 
pendiriannya. Di pihak Islam, partai-partai yang membela Islam 
sebagai dasar negara, seperti Masyumi, NU, PSII, dan Perti memiliki 
satu suara. Mereka bisa sejenak melupakan perbedaan dan 
persaingan untuk menghadapi permasalahan krusial ini.  
Juru bicara yang terpenting dalam perjuangan menegakkan 
Islam sebagai dasar negara adalah Muhammad Natsir. Selain Natsir 
ada pula tokoh-tokoh seperti, Saifuddin Zuhri; Zainal Abidin 
Ahmad; Osman Raliby; Syukri Ghazali; T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy; 
Hamka; K.H. Masykur; dan Kasman Singodimedjo. Bagi mereka, 
Pancasila yang diperjuangkan oleh para nasionalis sekuler adalah 
netral dan tidak memiliki basis moral agama. Inilah yang ditolak oleh 
kalangan politisi islami. Dalam sidang-sidang di Konstituante, 
terutama Natsir, bersikap keras dan tegas terhadap Pancasila. 
Menurut Natsir, para pendukung Pancasila menafsirkan Pancasila 
tersebut sesuai selera mereka. Warna Pancasila sepenuhnya bersifat 
                                                          
135 Thabrani Sabirin, Mengantar Bangsa Menuju Demokrasi  (Jakarta: KPU-LPSI, 2000), 
h. 24. 
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relatif dan tergantung pada filsafat hidup pendukungnya. Dalam 
pidatonya, Natsir menegaskan bahwa kalaupun ada sila Ketuhanan 
Yang Maha Esa dalam Pancasila, itu sumbernya adalah sekuler, la 
diniyah, tanpa agama, dan tidak bersumber pada wahyu Ilahi. Ia 
hanya merupakan penggalian di masyarakat. Ketuhanan dalam 
Pancasila hanyalah rasa adanya Tuhan tanpa wahyu. Karena itu, rasa 
ketuhanan tersebut bersifat relatif, berganti-ganti.136 
Sikap tegas Natsir terhadap Pancasila ini barangkali dapat di-
lacak dari kenyataan bahwa sila-sila dalam Pancasila sangat mungkin 
ditafsirkan sesuai selera. Pancasila bagaikan cek kosong yang bisa diisi 
dan ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan pandangan dan ke-
pentingannya. Soekarno, misalnya, memeras Pancasila akhirnya men-
jadi ekasila, yakni gotong royong. Sementara komunisme yang nyata-
nyata anti-Tuhan juga punya penafsiran sendiri terhadap Pancasila. 
Padahal ketuhanan dan komunisme adalah dua hal yang bertentangan. 
Karena itu, sebagaimana diungkap sebelumnya, penerimaan komu-
nisme terhadap Pancasila hanyalah kamuflase belaka. Natsir bahkan 
menegaskan bahwa bila umat Islam berpindah dari Islam ke Pancasila, 
berarti mereka melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa. 
Sebaliknya, pihak pendukung Pancasila tidak kalah pula gen-
carnya mempertahankan pendirian mereka. Tokoh-tokohnya antara lain 
adalah Ruslan Abdulgani, Sutan Takdir Alisjahbana, Arnold Mo-
                                                          
136 Muhammad  Natsir,  Islam  sebagai  Dasar  Negara (Jakarta:  DDII, 2000), h. 81. 
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nunutu, Soedjatmoko, dan Suwirjo. Mereka menolak klaim wakil-wa-
kil Islam bahwa Pancasila merupakan ideologi sekuler. Ruslan Abdul-
gani membuktikan bahwa dengan adanya Departemen Agama berarti 
Pancasila tidak melepaskan masalah-masalah agama dalam kenegaraan 
Indonesia. Sementara Mononutu yang Kristen merasa khawatir kalau 
Islam menjadi ideologi negara, maka kelompok minoritas akan menjadi 
warga kelas dua. Karena itu, ia membalik ungkapan Natsir bahwa kalau 
Islam dijadikan ideologi menggantikan Pancasila, maka umat Kristen 
melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan 
agamanya ke ruang hampa tak berudara.137 
Dalam perdebatan tersebut, kedua belah pihak tidak dapat men-
capai kata sepakat. Masing-masing berusaha mempertahankan 
pendiriannya, namun tidak mampu meyakinkan pihak lain. 
Pembicaraan mengenai dasar negara, hingga rapatnya yang terakhir 
pada 29 Juni 1959 mengalami jalan buntu, meskipun dalam masalah-
masalah lain Konstituante telah berhasil menyelesaikan sekitar 90% 
tugas-tugasnya. Melihat kenyataan demikian, Soekarno tidak sabar 
dan akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Ide ini 
sepenuhnya mendapat dukungan dari militer di bawah komando 
Jenderal A. H. Nasution. 
Dengan dekrit ini, Soekarno membubarkan Konstituante hasil 
pemilu 1955 dan menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945. 
                                                          
137Ahmad Syafi'i Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 
1993), h. 198. 
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Dengan keluarnya dekrit ini, Presiden Soekarno juga telah melakukan 
intervensi terhadap Konstituante dan berusaha memusatkan 
kekuasaan di tangannya saja. Ia menggenggam kekuasaan yang 
hampir-hampir tidak terbatas. 
2. Demokrasi Terpimpin  
    Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang 
diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan 
bangsa dan negara, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno 
mengeluarkan Dekrit Presiden.  
      Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan 
keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik 
Demokrasi Parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat, 
baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan 
ekonomi. 
     Demokrasi Parlemen tersebut membuat disintegrasi negara 
Indonesia yang mana terjadi pemberontakan dari partai-partai yang 
berideologi menonjol.138 Namun dengan adanya demokrasi 
Terpimpin ruang gerak bagi partai politik yang awalnya diberi 
kebebasan untuk menentukan ideologi bangsa dengan ini menjadi 
terkristal ruang geraknya. 
                                                          
138 Partai yang di maksud ialah partai Masyumi dan parta PKI yang mana mereka yang sangat 
kontra atas pancasila yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Pada akhirnya partai Masyumi 
dibubarkan karena di anggap oposisi yang tidak mau dan menentang revolusi. Masyumi dianggap 
duri dalam daging yang mengganggu "jalannya revolusi kita" dan harus disingkir-kan. Masyumi 
adalah ujung tombak penegak demokrasi yang hendak dikuburkan Soekarno melalui demokrasi 
terpimpin. 
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      Periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, 
pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno yang  tersebut. 
Sementara periode kolaborasi ditandai dengan kerja sama partai-partai 
Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk dengan 
komunis, yang merupakan salah satu pilar penyangganya. Parta NU, 
PSII dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan demokrasi ala 
Soekarno tersebut. Mereka bersikap akomodatif sehingga bisa hidup 
berdampingan dengan Soekarno dan bertahan dalam alam demokrasi 
terpimpinnya Soekarno. NU adalah partai yang paling besar di antara 
ketiganya, karenanya dapat dianggap sebagai pendukung utama setiap 
gagasan Soekarno. Bahkan NU menikmati sekali iklim politik yang 
diciptakan Soekarno dengan sistem nasakomnya. 
     Tokoh-tokoh NU yang ikut ambil bagian dalam demokrasi ter-
pimpin ini antara lain adalah K.H. Idham Chalid, K.H. Achmad 
Sjaikhu, dan K.H. Saifuddin Zuhri.139K.H. Idham Chalid menyatakan 
bahwa masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin adalah sesuai de-
ngan hukum Allah. Sementara K.H. Achmad Sjaikhu berpendapat 
bahwa masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin adalah ijtihad 
politik pihak pesantren. Adapun K.H. Saifuddin Zuhri adalah tokoh NU 
yang bertahan menjadi Menteri Agama pada era demokrasi ter-pimpin. 
                                                          
       139Namun demikian, tidak semua tokoh politik NU mendukung kebijakan demokrasi terpimpin 
ini. Setidaknya ada tokoh-tokoh seperti Imron Rosjadi dan K.H. Muchammad Dachlan tercatat 
sebagai penentang gagasan demokrasi terpimpin. Aakan tetapi mereka kalah suara dengan 
mayoritas tokoh NU lainnya yang menghendaki bergabung denngan demokrasi terpimpin. Imron 
Rosjadi sendiri dipenjarakan oleh rezim Orla tersebut. Lihat Maarif, Islam dan Politik di Indonesia 
pada masa demokrasi terpimpin ( Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h. 64. 
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Selain pembenaran tersebut, untuk mendukung pandangan dan 
pendiriannya, NU menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh. 
Memang dalam era ini NU terlibat aktif dalam demokrasi 
terpimpin dan ingin mewarnai peta percaturan politik yang 
berkembang ketika itu. Setidaknya NU berusaha memasukkan Islam 
dalam tataran politik dan mengimbangi dominasi komunisme yang 
sudah sangat berpengaruh. Namun dalam hal ini, NU menghadapi 
kesulitan dan dilema. Di satu pihak, NU sudah menyatakan diri loyal 
dengan pemerintahan Soekarno dan mendukung revolusi. Adapun di pihak 
lain, NU juga tidak setuju dengan PKI yang secara langsung maupun tidak 
langsung mendapat angin dari Soekarno. Menentang PKI secara transparan 
berarti juga akan berhadapan dengan Soekarno. Bisa-bisa Presiden 
Soekarno menuduh NU sebagai antirevolusi, yang tentu akan 
menjerumuskan NU sendiri ke dalam kehancuran, sebagaimana dialami 
Masyumi.140 
Pada akhirnya terjadi perpecahan di tubuh partai-partai 
Karenanya, Suharto memainkan politik belah bambu; mengangkat 
yang satu dan menginjak yang lainnya. Soekarno membela NU dan 
partai-partai tradisional lainnya sebagai salah satu pilar penopang 
kekuasaannya 
                                                          
140 Masyumi adalah partai politik Islam yang memiliki pemikiran politik dan mekanisme 
organisasi yang teratur dan modern. Masyumi tidak terlalu terikat pada doktrin-doktrin politik 
Sunni yang sering akomodatif terhadap penguasa. Karena itu, dalam kamus Masyumi tidak ada 
konsep kepatuhan kepada penguasa yang despotik, sebagaimana dirumuskan oleh pemikir-pemikir 
Sunni klasik dan pertengahan seperti Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Bagi Masyumi, etika politik 
dan penegakan cita-cita demokrasi adalah cermin dari cita-cita politik Islam. 
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3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 
     Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya 
berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa 
Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan 
Demokrasi Terpimpin. 
     Secara konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan 
dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi 
Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya 
bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas 
dari kepentingan sosial. 
     Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam 
menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung 
jawab kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah 
menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan 
untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, Demokrasi Pancasila 
berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat 
kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam 
masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. 
    Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto 
memberikan sebersit harapan di kalangan masyarakat Indonesia 
Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara 
yang normal, lebih etis, dan demokratis. Apalagi Orba sendiri 
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menggunakan slogan "ingin melaksanakan Pancasila secara murni 
dan konsekuen." kehadiran Orba diharapkan menjadi "lampu hijau" 
bagi tampilnya kembali kekuatan Islam politik khususnya para tokoh 
bekas Masyumi. Namun akhirnya mereka menelan kekecewaan. 
Pemerintah Orba yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak 
bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para 
eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Karena terjadi 
kekewatiran oleh Suharto dikarenakan sikap radikalisme dalam arti 
ketidakbersediaan untuk kompromi dengan segala bentuk 
kediktatoran dan tindakan-tindakan yang tidak demokratis para eks 
tokoh Masyumi merupakan kerikil penarung yang serius bagi Orba 
untuk melanggengkan kekuasaannya.141 
Namun Suharto tidak ingin melupakan kebaikan umat Islam 
dalam memerdekkan Indonesia akhirnya suharto membuat 
Keputusan Presiden Nomor 70, pemerintah Orba mengizinkan 
berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, 20 Februari 1968) 
sebagai penyaluran aspirasi politik umat Islam. Partai ini terus-
menerus dirundung konflik dan selalu berada dalam campur tangan 
pemerintah. jak awal berdirinya Parmusi sudah ditandai oleh intrik-
intrik dan konflik kepentingan. 
Dalam perkembangan berikutnya, pada 1973 pemerintahan 
Soeharto akhirnya mengambil kebijakan penyederhanaan partai. 
                                                          
141Noer, Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa (Bandung: Mizan, 1999), h. 602. 
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kebijakan penyederhanaan partai merupakan alat yang efektif untuk 
mengontrol partai dan memusatkan kekuasaan di tangan penguasa. 
Partai-partai yang berbasis Islam bergabung ke dalam Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai yang berbasis 
nasionalis dan Kristen bergabung ke dalam Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI). Dengan fusi ini, rezim Orba semakin mudah 
melakukan kooptasi terhadap partai.142 
Hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering 
ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase 
yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak represif 
terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan 
dengan aspirasi umat Islam 
Dalam periode ini, Orba juga melakukan uji coba dengan 
kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai-partai politik 
dan ormas di Indonesia. Terhadap kebijakan ini, di kalangan Islam 
terdapat dua sikap berbeda. Partai politik PPP dan ormas-ormas Islam 
lainnya seperti HMI, Muhammadiyah dan NU menerimanya, 
sedangkan individu-individu dan ormas lain yang kritis seperti Deliar 
Noer dan Pelajar Islam Indonesia (Pil) menolaknya karena dianggap 
berbau sekuler. Suharto membubarkan ormas-ormas Islam yang 
menolaknya. 
                                                          
142Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: GIP, 1996), h. 56. 
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Dalam periode antagonistis yang berakhir hingga 1985 ini, ter-
dapat dua babakan sikap umat Islam terhadap kebijakan Orba. Pada 
masa awal hingga 1981 kelihatannya umat Islam mempunyai suara 
yang bulat menentang berbagai kebijakan Orba yang dipandang ber-
tentangan dengan Islam. Sementara dalam masa 1982 hingga 1985 
umat Islam mulai bersibak jalan dalam merespons kebijakan politik 
Orba. Sebagian tetap mempertahankan sikap oposisi terhadap Orba dan 
sebagian lagi mulai bersikap lunak dan akomodatif terhadap Orba. 
     Barulah pada fase kedua pemerintah Orba menunjukkan sikap 
akomodatif terhadap Islam. Bahtiar Effendy membuktikan empat jenis 
akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi 
struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural.143 
     Hasil ini mencapai booming-nya pada era 1990-an, ketika terjadi 
hubungan yang sangat mesra antara Soeharto dan Islam. Banyak tokoh-
tokoh muslim masuk ke berbagai sektor kehidupan publik dan 
memegang jabatan-jabatan strategis. 
     Dari perkembangan Orba selama 32 tahun memang kita melihat 
gagasan dan perjuangan penerapan politik Islam dalam lembaga-
lembaga politik formal tidak dapat dilakukan secara leluasa. Orde Baru 
merasa khawatir dengan keberadaan Islam politik. Karena itu, dalam 
perkembangannya umat Islam pun akhirnya mengubah strategi 
                                                          
143 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 
Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 273. 
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perjuangan dengan menitikberatkan perhatian pada "Islam kultural." 
Dalam hal ini, kalangan cendekiawan Islam berusaha menghilangkan 
stigma radikalisme politik Islam yang dicitrakan selama masa 
demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. 
4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi 
      Kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru 
membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari 
pengalaman itu, dalam era Reformasi perlu penataan ulang dan 
penegasan kembali arah dan tujuan Demokrasi Pancasila, 
menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan 
Demokrasi Pancasila. 
    Seiring dengan kejatuhan Orba, umat Islam memanfaatkan 
momentum euforia reformasi untuk menyusun kembali format 
perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Di antaranya 
adalah mencuatnya kembali cita-cita menjadikan Islam sebagai 
landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini 
dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi 
dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai 
ideologi mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan 
mendirikan partai-partai Islam dengan berbagai orientasi, visi, dan 
misi perjuangannya. 
C. Islam dan Demokrasi di Indonesia menurut Abdurrahman Wahid 
     Pemikiran Gus Dur mengenai demokrasi Tidak tahu persis kapan Gus 
Dur mulai tertarik. Namun tampaknya beliau memperolehnya dari hasil 
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literatur yang dibacanya ketika Gus Dur duduk di perguruan tinggi. Ia 
banyak sekali melahap buku-buku sosial politik tulisan para pemikir Barat. 
Ditambah latar belakang keluarganya yang, pendidikan, bacaan, dan 
lingkungannya yang mengenalkan dengan apa itu Islam. 144 
     Di samping itu pergaulannya yang luas terhadap berbagai kalangan 
tampaknya juga memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap pembentukan 
pemikiran yang demokratis itu. Untuk memahami bagaimanakah 
sebenarnya konsep demokrasi yang diingingkan oleh Gus Dur, ada baiknya 
dicoba ditelusuri rangkaian pemikiran yang terekam dan tersebar dalam 
berbagai kesempatan. Dan kemudian dicoba dicarikan benang merahnya. 
     Dasar pemikiran utama Gus Dur tentang Islam dan demokrastis ialah 
Gus Dur menyakini bahwa Islam adalah agama yang demokratis. 
Alasannya ialah: Pertama; Islam adalah agama hukum, dengan pengertian 
Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas dari jabatan 
tertinggi hingga rakyat jelata di kenakan hukum yang sama. Kedua, Islam 
memiliki asas permusyawartan, “ Amruhum syuraa bainahum”, artinya 
perkara mereka dibicarakan di antara mereka. Demikian tradisi membahas 
, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka 
pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu 
berpandangan memperbaiki kehidupan, karena dunia ini pada hakikatnya 
adalah persiapan untuk kehidupan di akhirat. Karena itu kehidupan manusia 
tarafnya tidak boleh tetap, harus ada peningkatan untuk menghadapi 
                                                          
144 Lip D. Yahya, Gus Dur: Berbeda itu Asyik (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 36. 
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kehidupan yang lebih baik di akhirat. Dan inilah sebenarnya prinsip 
demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama 
untuk memperbaiki kehidupan.145 
    Gus Dur berpendapat bahwa demokrasi jika di pertahankan  maka setiap 
manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam mengemukakan 
pendapat, berbicara, berserikat, dan berkumpul, dan menentukan nasibnya 
sendiri.146 Untuk itu tidak ada alasan bagi Gus Dur untuk mengebiri hak-
hak individu siapapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. 
Setiap warga negara juga mesti dihormati hak-haknya secara universal 
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.147 
    Dengan demikian, Moralitaslah yang harus ditumbuhkan dan memiliki 
watak utama yang berupa keterlibatan pada perjuangan si miskin untuk 
memperoleh kehidupan yang layak, dan penghargaan yang wajar atas hak-
hak asasi mereka. Hanya dengan cara demikian agama itu sendiri ditunjang 
oleh para pemeluknya.148 
     Bagi Gus Dur esensi demokrasi yang sesungguhnya ternyata justru 
terletak pada adanya sebuah perbedaan itu sendiri. Yang dalam 
implementasinya ia ungkapkan dengan istilah kontroversi. Seperti pernah 
terungkap dalam sebuah wawancara ia mengungkapkan bahwa : 
                                                          
145 Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 
1998), h. 85. 
146Ibid, h. 31. 
147Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran  Gus Dur (Yogyakarta, Lkis: 1999), h. 97.  
148Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta, Lkis: 1999), h. 87. 
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 “Kontroversi adalah esensi demokrasi. “Kalau Anda melarang adanya 
kontroversi, Anda calon diktator, bukan Pancasilais. Kenapa takut adanya 
kontroversi, sedangkan Nabi saja mengizinkan kontroversi. Apa mau lebih 
tinggi dari Nabi? Masyarakat mengharapkan adanya pertukaran pandangan 
yang sehat dan jujur. Masyarakat kita nggak takut dengan kontroversi. 
Demokrasi itu kebebasan, keadilan, dan kesamaan dimuka hukum. Kami 
hanya mengingatkan masyarakat agar jangan lupa”.149 
    Menurut Gus Dur, Islam juga sangat menghargai pluralitas dalam 
kehidupan masyarakat. Yang semua itu merupakan inti dari ajaran 
demokrasi itu sendiri. Gus Dur dalam setiap pembicaraan tentang masalah 
demokrasi ini tampaknya tidak mau melepaskan keterkaitannya dengan 
nilai-nilai luhur ajaran agama. Bahkan dalam berbagai kesempatan ia sering 
mengutip sejumlah ayat untuk meyakinkan legalitas argumentasinya.150 
     Secara keseluruhan jika dirangkum, gagasan Gus Dur tentang demokrasi 
itu setidaknya akan meliputi berbagai hal sebagai berikut. Pertama, 
demokratisasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Artinya, agama dan 
penganut agama apapun di Indonesia harus memperoleh kebebasan seluas-
luasnya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Ini penting mengingat 
ada kecenderungan bahwa kelompok pemeluk agama mayoritas 
“bertingkah” yang berakibat kelompok penganut agama minoritas merasa 
“kurang” bebas dan bahkan mungkin merasa “tertekan”. 
                                                          
149Tempo, 13 April 1991, h. 65. 
150Abdurrahahman Wahid, Gus Dur Bertutur, (Jakarta, Harian Proaksi, 2005), h. 97. 
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    Isu demokratisasi dalam kehidupan keagamaan ini secara menarik diulas 
Gus Dur. Dia mengatakan bahwa proses demokratisasi itu dapat menjadi 
tumpuan harapan dari mereka yang menolak pengagamaan negara, 
sekaligus memberikan tempat untuk agama; bahwa kalau suatu masyarakat 
demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan appeal atau himbauan 
kepada orang-orang yang fanatik yang sedang mencari identifikasi Islam. 
Sementara bagi orang yang tahu Islam yang seram-seramnya saja, 
demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari islam. 
     Namun, persoalannya tinggal berpulang kepada umat Islam sendiri. 
Apakah orang Islam sudah siap untuk berdemokrasi, karena demokrasi 
menghendaki adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara 
keseluruhan. Sementara golongan Islam ini seringkali hanya berfikir untuk 
dirinya sendiri. Ini suatu kelemahan. Kelemahan lain, apakah golongan 
Islam sudah mempunyai kemampuan untuk take and give yang serius.    
    Demokrasi itu isinya memberi dan menerima. Tidak ada orang yang bisa 
memaksa orang lain untuk, misalnya, menanggalkan keyakinan agamanya. 
Tapi, bahwa masyarakat juga memberikan tempat kepada pemikiran yang 
bukan agama, itu juga tidak bisa dihindari. Memang begitulah demokrasi. 
     “Hal ini tidak berarti bahwa umat Islam secara keseluruhan belum siap 
demokrasi. Sebab, tergantung mana yang disebut umat. Kalau umat itu 
adalah para pemimpin Islam sekarang, memang belum. Tapi, kalau yang 
dimaksud  umat itu rakyat dengan tradisinya, saya rasa tidak ada masalah. 
Umat Islam Indonesia, sebagai rakyat beragama islam, saya rasa sama: 
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sudah matang dan sudah waktunya. Mereka sudah lama menuntut, mulai 
dari kemerdekaan dulu. Tapi, para pemimpinnya tidak bisa menangkap 
isyarat itu, sehingga yang dilakukan justru membuat isu yang sebetulnya 
berwawasan sempit, tidak melebarkan wawasan umat islam.” 
     Karena itu wajar jika sementara orang menyatakan pertumbuhan Islam 
kini menuju kepada “kelompok” sektarian. Menjadi suatu yang 
membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Isu semacam pri-
non pri maupun Kristenisasi, sebenarnya muncul dari semangat 
sektarianisme. Padahal kita ini hidup dalam pluralisme. Pluralisme terjaga 
kalau ada demokrasi. Kita kaya dan kuat karena menjaga jiwa pluralistik 
.151 
    Kedua, demokratisasi dalam kehidupan politik. Masalah demokratisasi 
dalam kehidupan politik ini dalam berbagai kesempatan juga sangat 
menjadi perhatian Gus Dur. Seperti diketahui suara lantang Gus Dur 
menanggapi timpangnya demokrasi di bidang politik ini dinilainya sangat 
menganggu dalam kehidupan kebangsaan kita. Untuk itu ia mengusulkan 
agar masalah ini terus diupayakan untuk dapat ditemukan jalan keluarnya. 
    Mengenai demokratisasi, maka arah yang dituju oleh Gus Dur adalah 
semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam politik. 
Kecenderungan sistem politik Orde Baru adalah negara menjadi semakin 
                                                          
151Arif Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model 
Gus Dur dan Amien Rais (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 119. 
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terlibat dalam setiap ihwal kehidupan dan lembaga-lembaga poltik formal 
menjadi mandul sebagai saluran partisipasi warga negara. Gus Dur melihat 
dampak negatif kecenderungan ini. Baginya, demokratisasi yang hasil 
dicapai olehnya adalah demokrasi semu, di mana keberadaan Lembaga 
politik dan prosedur-prosedur formalnya telah dianggap sebagai bukti 
keterlibatan warga negara dalam proses politik. 
    Padahal, yang juga penting dalam sebuah sistem demokrasi adalah 
perwujudan substantif, misalnya dalam kebebasan berbicara, berkumpul 
dan mengemukakan pikiran, yang juga penting adalah bagaimana aspirasi 
dan partisipasi warga negara bisa tertampung dan tersalur secara normal, 
bukan melalui jaringan-jaringan korporasi dan kooptasi negara. 
    Kedua komitmen di atas, kebangsan dan demokratisasi, telah melandasi 
berbagai kritik Gus Dur yang kadangkala dianggap telampau “jauh” oleh 
kelompok Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah kritiknya terhadap 
pembentukan dan kiprah ICMI. Gus Dur melihat ICMI bukan hanya 
sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi lebih sebagai kendaraan politik 
dengan warna Islam. Ditilik dari komitmen kebangsaan, politik ICMI 
adalah sektarian dan mengembalikan politik aliran yang telah ditinggalkan. 
Cara ICMI menggunakan kekuasaan negara untuk memobilisasi dukungan 
juga bertentangan dengan faham demokrasi yang berorientasi 
pemberdayaan masyarakat.152 
                                                          
152 Ibid, h. 215. 
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     Memang upaya untuk secara terus menerus memperjuangkan demokrasi 
perlu terus ditingkatkan. Apalagi jika diingat bahwa pemahaman tentang 
demokrasi itu sendiri masih belum merata. Dalam hal ini para cerdik pandai 
dan tokoh masyarakat perlu terus menerus memberikan pengetahuan 
demokrasi kepada semua warga negara agar mereka bisa lebih melek 
terhadap demokrasi. Yakni dengan pendekatan-pendekatan yakni : 
pendekatan alternatif, Islam sebagai pendekatan budaya, pendekatan sosial 
budaya.153 
    Menurut Gus Dur 154proses demokratisasi bukanlah suatu proses yang 
mudah. Sebab parameter untuk proses ini belum terformulasi, dan juga 
yang bersangkutan harus siap menghadapi makna demokrasi. Yang paling 
penting adalah akomodasi dari proses dialektik antara pro dan kontra. 
Selain itu ide konsensus memerlukan pemikiran kembali. Visi ini juga 
mencakup hal-hal lain yang sudah lumrah dalam demokrasi. Ini tidak akan 
mudah, tetapi masyarakat Islam harus menghadapi hal ini. 
    Dalam proses ini ada dua hal menurut Gus Dur yang terjadi dalam 
masyarakat sipil di Indonesia sekarang ini. Pertama, konsep 
mengkategorikan masyarakat Indonesia ke dalam aliran telah mulai punah. 
Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah “de-aliranisasi”. Kedua, adalah 
untuk membuat perubahan struktural yang mengikutsertakan konsep-
                                                          
153Abdurrahman wahid et. al, Kontoversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: PT 
Rosdakarya, 1993), h. 203-208. 
154 Kompas, 16 September 1991, h. 1.  
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konsep hak asasi manusia. Dan ini sekarang mendapatkan liputan yang 
cukup luas. 
    Dalam perubahan ini ada dua kelompok yang muncul yang memainkan 
peran penting. Yakni masyarakat Islam dan militer. Dan menurut Gus Dur 
“demokratisasi” ini harus mampu menampung kebutuhan kedua kelompok 
ini. 
     Sementara itu pandangan Gus Dur terhadap konsep demokrasi Pancasila 
yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dinilainya sebagai sebuah 
demokrasi semiotoriter 155dikatakan bahwa demokrasi Pancasila selama ini 
masih berada pada tahap transisional dengan watak utama semiotoriter di 
mana kemajuan dalam semua bidang diimbangi dengan terabaikannya hak-
hak individual warga masyarakat. Sehingga, wajah utama selama dua 
dasawarsa perkembangan demokrasi di negara ini adalah tarik menarik 
antara kebebasan politik dengan pembangunan fisik yang berlandaskan 
stabilitas.156 
    Menurut Gus Dur, melalui Demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia 
mencari keseimbangan optimal antara hak-hak individual warga 
masyarakat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ironisnya, 
hak-hak individual masyarakat terasa sangat diabaikan, bahkan dalam 
banyak hal, hak-hak itu diingkari secara tuntas. Misalnya kebebasan 
menyatakan pendapat melalui media massa diingkari pemberangusan 
                                                          
155Hal ini sebagaimana terungkap di harian Kompas 18 November 1993, h. 1. 
156Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: kompas, 1999), h. 283. 
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seperti pencabutan SIUPP, dan kewenangan cekal seperti izin pengajian, 
seminar maupun diskusi.157 
    Hal di atas membuat lumpuhnya situasi dialogis dalam kehidupan 
masyarakat tingkat bawah. Akibatnya yang tinggal hanyalah 
pembangkangan penduduk dan pemaksaan oleh para petugas keamanan. 
Meskipun begitu, pada saat yang sama, kemantapan stabilitas digunakan 
untuk melakukan pembangunan ekonomi di segala sektor. Sehingga, wajah 
utama dari perkembangan demokrasi Pancasila selama dua dasawrasa 
terakhir adalah proses pertukaran antara pembangunan ekonomi dan 
kebebasan politik. 
    Tarik menarik antara kedua faktor ini pada ujungnya menampilkan 
watak semi otoriter dari pemerintahan Orde Baru dalam PJPT I. Watak 
tersebut menunjuk pada sebuah kenyataan bahwa demokrasi Pancasila 
bukanlah demokrasi yang tuntas, tetapi bukan pula otoriter yang tuntas, 
alias “serba tanggung”. Hal inilah yang membuat para pejuang demokrasi 
di negeri ini selalu khawatir, dan hal ini dirasakan pula oleh para pelaksana 
pemerintah. 
    Meskipun demikian, belakangan ini mulai terlihat ruang gerak yang 
semakin besar bagi keterbukaan dalam mengelola perbedaan pendapat 
antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, adanya kelenturan 
politik sudah menunjukkan gerak ke arah titik-titik keseimbangan baru 
dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Hal ini berarti, pengakuan implisit 
                                                          
157Abdurrahman Wahid, Menjawab Perubahan Zaman (Jakarta: kompas, 1999), h. 155. 
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telah diberikan pada keabsahan perjuangan menegakkan kedaulatan hukum 
kebebasan politik dan penerapan hak asasi manusia.158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
158Abdurrahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan (Jakarta: Leppnas, 1983), h. 89. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Tentang Gambaran atau Konsep Demokrasi yang ada di Indonesia 
      Sebelum munculnya demokrasi di Indonesia, demokrasi berkembang di 
Barat, dan itu bukalah suatu hal yang tiba-tiba. Yakni merupakan suatu 
proses sejarah yang panjang. Begitu pula perkembangan demokrasi yang 
ada di Indonesia yang tidak di raih dengan secara percuma, melainkan 
dengan perjuangan.  
     Pengalaman Indonesia dalam mewujudkan demokrasi sendiri cenderung 
relatif masih miskin dalam perkembangannya. Dan belum menjalankan 
demokrasi dengan sebenarnya yang dasarnya bahwa mewujudkan sistem 
Indonesia merupakan ciri khas dalam masyrakat Indonesia. Yang artinya  
Indonesia pada saat ini masih dalam proses pergabungan antara demokrasi 
liberal dari Barat dan kultural Indonesia. 
     Dalam  perkembangan konsep demokrasi yang masyarakatnya sudah 
mampu, tidaklah sulit untuk melihat pergerakkan politik yang hendak 
dituju dari pemilu ke pemilu, karena setiap partai yang berkuasa akan 
terikat oleh janji, mekanisme kerja, dan program yang di tawarkan kepada 
rakyat selama kampanye. Tetapi negara seperti Indonesia yang hidup 
dibawah kekuasaan raja dan penjajahan, mental dan kulturalnnya lebih 
mencakup pada lahirnya kepemimpinan yang berpusat pada satu figur. 
Bukan sistem politk nasional yang bersifat impersonal. 
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    Sehingga pada awalnya, pemahaman demokrasi muncul dari gagasan 
Barat yang berakar bahwa pada Liberalisme. Alasanya karena liberalisme 
beraliran untuk mempertahankan kebebasaan secara mutlak dan tanpa 
adanya batas-batas untuk mengurangi kebebasaan. Kebebasan itu juga 
mencakup bidang agama, ekonomi, dan politik. Dan liberalisme menjadi 
pondasi adanya kebebasan individu. Dan melahirkan demokrasi yang 
melahirkan tatanan kapitalis dibidang ekonomi dan kebebasan beragama 
dengan sekulerisme. Sehingga demokrasi muncul hanya untuk individu 
yang bermodal dan tidak memberikan keadilan dalam masyarakat.  
      Ditarik dalam tatanan Indonesia, pada awal pelakasaan demokrasi di 
Indonesia, memunculkan perbedaan diskursus dalam penerapan demokrasi 
dari kelompok-kelompok yang setuju dan tidak setuju pada demokrasi di 
Indonesia. Akhinya dari perbedaan tersebut melahirkan demokrasi yang 
lebih menitikberatkan pada Demokrasi Pancasila untuk terapkan di 
Indonesia, yang merupakan demokrasi modern yang berbasis pada 
nasionalisme religius. Dan membuang demokrasikapiltalis yang terdapat 
pada demokrasi Barat. 
    Konsep demokrasi Pancasila sendiri digali dari nilai masyarakat asli 
Indonesia, seperti rapat kolektivisme, musyawarah, mupakat, tolong-
menolong dan lainnya sehingga tujuannya memberikan pendasaran empiris 
sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan 
masyarakat bukan suatu yang asing dari Barat. Demokrasi Pancasila ini di 
ambil dari nilai rakyat dan disebut juga “demokrasi desa”. 
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     Dalam pelaksanaannya nilai-nilai dalam Demokrasi Pancasila ialah nilai 
religius dalam sila pertama, humanis sila kedua, tiga, dan lima, serta 
keloktivisme atau kekeluargaan dalam sila keempat, yang akan menjadi 
landasan dasar dalam masyarakat, dan nilai sila-sila ini yang tidak akan 
ditemukan dalam negara lain yang menganut demokrasi. 
     Meskipun dalam kelembagaan demokrasi menganut sistem yang 
modern, tapi dalam mengambil keputusaannya masih menggunakan 
mekanisme budaya musyawarah, guna menghasilkan hasil yang mufakat. 
Harapannya dalam pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah 
tersebut dalam mendatangkan keadilan dan menguntungkan berbagai pihak 
dan tidak merugikan salah satu pihak saja.  
     Dapat ditarik dalam pemahannya Demokrasi Pancasila merupakan 
kebalikkan dalam nilai-nilai otoriter, dan nilai demokrasi tersebut 
melahirkan suatu budaya politik yang disebut juga budaya demokrasi. Nilai 
nilai yang di maksud dan dirumuskan dalam Founding Father atau pendiri 
bangsa, yakni : 
a. Ketuhanan yang berkebudayaan 
b. Kemanusiaan universal 
c. Persatuan dalam bhinekaan 
d. Demokrasi permusyawaratan  
e. Keadilan sosial 
     Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup demokrasi politik, namun 
mencakup demokrasi ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai dapat 
dirumuskan bahwa nilai Demokrasi Pancasila terdiri dari demokrasi politik 
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yang meliputi nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan atau pembagian 
hak dan kewajiban, demokrasi ekonomi yang meliputi nilai pemerataan 
ekonomi dalam kelas atau tidak terdapat perbedaan dalam kelas-kelas 
ekonomi yang ada, serta demokrasi sosial yang meliputi nilai kebersamaan 
dan kekeluargaan. 
     Demokrasi yang ada Indonesia juga menyiratkan adanya pergabungan 
semua elemen dari Barat, Timur, dan asli yang dimiliki Indonesia. 
Alasannya ialah komponen dari prinsip demokrasi sendiri yakni 
musyawarah. Musyawarah merupakan suatu hal yang dikenal dari dulu 
hingga sekarang, dalam hal ini penyebutan demokrasi hanya pelengkap dari 
prinsip Musyawarah. Pada dasarnya pemaknaan Musyawarah di beragai 
tempat yakni memiliki garis besar yakni mendiskusikan pemasalahan, 
perkara atau semua hal dengan bersama-sama ataupun perwakilan dari 
seseorang yang dapat di wakilkan dan memilih sesuatu yang terbaik dan 
mencapai kesepakatan bersama. Sehingga konsep demokrasi di Indonesia 
tidak menjadi tolak ukur perbandingan antara satu dengan lainnya. Padahal 
demokrasi itu ajang untuk bekerjasama dalam membentuk kehidupan baru 
yang lebih maju.  
 
B. Konsep Demokrasi menurut Pandangan Abdurrahman Wahid dan 
relevansinnya dengan Politik di Indonesia 
     Pemaknaan demokrasi yang terjadi bukanlah hal yang bisa 
dihilangkan hingga saat ini permasalahan agama dan demokrasi tidak dapat 
dipisahkan. Terutama Islam dan demokrasi yang saling berkaitan. 
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Pemikiran Gus Dur ini berasal dari penalaran Primordialisme dan di tambah 
keterbukaannya terhadap tradisi-tradisi lainnya, dan di tuangkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Gus Dur mencoba menggabungkan studi Islam 
dengan pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap ilmu dan 
pemahaman karena Gus Dur memiliki sifat yang cenderung Inklusif yang 
artinya menepatkan dirinya kedalam cara pandang orang lain dan berusaha 
untuk memahami masalah, dan sikap ini memandang positif atas perbedaan 
yang ada, dengan demikian Gus Dur dapat mengamal ajaran-ajaran Islam 
tanpa harus menyerukan Islam secara jelas atau sebut saja Islam Subtantif.  
Menurut Gus Dur demokrasi merupakan bagian dari agama Islam, 
dan Gus Dur percaya bahwa hakikat Islam adalah menegakkan 
demokratisasi. Bukannya hanya sebagai pebanding dalam keyakinan. 
Dengan begitu Gus Dur menyakini bahwa demokrasi dapat dijalankan 
dengan agama sekalipun. 
     Islam dan demokrasi bukanlah suatu yang terpisahkan melaikan satu 
padu dengan lainnya. Gus Dur mempertegas keyakinannya pada Islam 
bahwa demokrasi merupakan bagian dalam prinsip Islam itu sendiri. Gus 
Dur berpendapat demikian karena ia berpegang pada Al-Qur’an dan Hadits 
Nabi Saw. Yang hampir keseluruh ayat Al-Qur’an menekanan pada 
pentingnya perlindungan terhadap kaum minortas, dan itu merupakan salah 
satu prinsip dalam demokrasi.  
     Salah satu keyakinan Gus Dur bahwa Islam merupakan bagian 
demokrasi ialah : Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan tidak 
memandang kelas. Artinya hukum  itu di tegakkan sama untuk semua orang 
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tanpa adanya perbedaan, dari laki-laki hingga perempuan, kaya dan miskin, 
pejabat atau orang biasa, di hadapan hukum tetaplah sama Kedua, Islam 
memiliki asas permusyawaratan. Yang artinya segala urusan atau 
permasalahan dapat dibicarakan diantara mereka. Ketiga, Islam selalu 
berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena hakikanya ialah untuk 
persiapan untuk kehidupan kelak di akhirat. Dengan demikian apabila 
dikaitkan dengan keadilan, bahwa demokrasi hanya dapat tegak dengan 
keadilan. Sehingga Islam menopang demokrasi maka Islam juga akan kan 
menopang keadilan. 
     Menurut Gus Dur Islam di Indonesia tidak berfungsi sebagi hukum 
negara melainkan sebagai tujuan hidup masyarakat. Islam tidak memiliki 
konsep yang jelas dalam sistem pemerintahan. Seperti Rasulullah yang di 
gantikan Abu Bakar, yang pemilihannya hanya lewat musyawarah. Dan 
artinya gagasan negara Islam bukanlah suatu yang tidak konseptual. 
    Dengan demikian demokrasi yang tercetus dari lahirnya keinginan para 
penemu bangsa tidak serta merta mengambil demokrasi mentah-mentah 
dan langsung di terapkan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara 
yang memiliki warga negara yang berbagai dari ras, suka dan agama, dan 
tidak menempatkan Islam sebagai satu-satunya agama yang ada. Dengan 
kata lain, negara harus memiliki keadilan dalam menerapakan sistemnya. 
Dan ini lah mula asal lahirnya demokrasi Pancasila yang dapat diterima 
umat Islam. Gus Dur menempatkan demokrasi Pancasila dan Islam secara 
proposional. Yang mana demokrasi Pancasila merupakan landasan 
konstitusional dan Islam sebagai kaidah pedoman kehidupan masyarakat. 
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    Dalam konteks implemetasi negara demokratis, Gus Dur menekankan 
bahwa demokratis harus “take and give”. Demokratis yang diinginkan Gus 
Dur adalah yang beroperasi dalam kenyataan kemajemukaan masyarakat. 
Konsistensi Gus Dur untuk mengembangkan demokrasi dan toleran dalam 
negara Pancasila dapat di lihat pada pembentukkan Forum Demokrasi 
dimana Gus Dur sendiri yang menjadi ketua forum tersebut. Sepak terjang 
Gus Dur dalam mengembangkan demokrasi tidak saja dalam lingkungan 
eksternal melainkan juga dalam internal NU. 
     Gus Dur mengartikan demokrasi yakni sebagai kondisi kebebasan 
berpendapat, yang akan dijamin oleh undang-undang, sebab berpendapat 
“nyeleneh” merupakan salah satu esensi demokrasi. Demokrasi juga 
mengharuskan adanya kesanggupan untuk melihat bahwa secara 
keseluruhan yang utuh tanpa harus di pertentangkan, baik sisi secara, 
ideologi, ras, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan itu tidaklah berarti 
bahwa masyarakat berbeda prinsipnya, melainkan hanya beda dalam sisi 
luarnya saja. 
    Dengan kata lain ada tiga fokus pemikiran Gus Dur yakni: 1. Keyakinan 
bahwa Islam harus secara aktif dan subtantif ditafsirkan ulang atau di 
rumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern., 2. 
Keyakinan bahwa, dalam konteks Indonesia, Islam tidak boleh menjadi 
agama negara dan bahwa, 3. Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, 
demokratis dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif.  
     Menurut Gus Dur, demokrasi merupakan pilihan yang yang harus 
dijalani, dan ia sangat berkeinginan menghidupkan demokrasi secara 
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penuh. Walaupun demokrasi memerlukan waktu yang lama dan proses 
yang panjang.   Masa panjang itu mulai dengan pelaksanaan hal-hak yang 
berfungsi sebagai permulaan proses. karena banyak masyarakat ingin 
menghidupan demokrasi yang   mereka inginkan. Dan itu sangat tersirat 
dalam perasaan rakyat yang tidak berani memiliki keberanian seperti Gus 
Dur.  
      Selama hidup Gus Dur sangat memperjuangkan demokrasi dan Hak 
Asasi Manusia. Alasannya karena Gus Dur ingin berjuang dalam 
mempertahankan demokrasi dan menterlibatkan diri dalam perlindungan 
HAM kepada hak-hak minoritas dan sikap yang sama dari seluruh bangsa 
kepada setiap warga negara di muka undang-undang. 
     Perjuangan Gus Dur yang menginginkan demokrasi tegak di Indonesia 
berlangsung dengan adanya keberanian Gur Dur untuk menjalani 
perpolitikan di Indonesia. Alasannya karena memperjuangkan demokrasi 
haruslah melahirkan taktik untuk mencapai tujuan demokrasi yang telah 
dicita-citakan. Pergerakkan Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi di 
Indonesia ialah dengan Gus Dur membuka jalan perpolitikkan yang 
demokratis yakni menjadi bagian partai yang berasas Islam. Gur Dur yang 
memiliki pengalaman menjadi ketua NU belasan tahun menjadikan itu 
tumpuan untuk mengibarkan sayapnya di dunia perpolitikkan. Gus Dur 
memulai politik akal yang ingin menaungi demokrasi dengan 
menggunakan partai politik tanpa menonjolkan pelaksanaan hukum 
Islamnya. Sehingga tujuan pembentukan partai politik ini dapat dirasakan 
semua orang tanpa perbedaan suku, ras, dan agama. Partai yang dimaksud 
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ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maksud dan tujuan Gus Dur 
bukan tanpa alasan, karena pada saat Indonesia memasuki masa Orde baru 
perkembangan dasar hubungan Islam dan negara pada saat itu sangatlah 
berlawanan arah  sebagai akibat ambivalensi kebijakan-kebijakan 
pemerintah terhadap Islam. Di satu pihak dapat dilihat bahwa kekuatan 
politik formal, Islam dapat digeser dalam dari panggung politik oleh 
kebijakan “de-alirani-sasi” (dekonvensionalisasi) yang dilakukan oleh 
pemerintah.  
     Dengan kebijakan ini menurut Gus Dur,  pemeritah sedang 
melaksanakan rekayasa yang mengakibatkan tergerusnya kekuatan partai 
politik formal Islam. Akibat dan ambivalensi itu ialah di satu sisi terjadi 
pengikisan kelompok formal politik Islam dan satu sisi lain kekuatan 
kepemimpinan non-formal Islam justru semakin meningkat. Walaupun 
demikian Orde baru yang digadang-gadang sebagai kristalisasi partai poltik 
tidak dapat membekukkan perjuangan Islam dalam pergerakkan non-
formal. Dan ini merupakan proyeksi perkembangan politik Islam yang akan 
datang.  
      Dengan PKB ini Gus Dur yakin bahwa Indonesia akan meraih 
terwujudnya kedaulatan rakyat dan berusaha kepada masyarakat dan 
bangsa untuk mengabdikkan dirinya kepada seluruh kompnen bangsa ini, 
dan tonggak awalnya berdirinya demokrasi ialah dengan suksesnya pemilu 
dengan harapan rakyat dapat dapat memilih pemerintahan baru yang 
membawa bangsa dan negara kepada era Indonesia baru dalam 
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pemerintahan yang demokratis, bersih dari KKN, berwibawa dan 
pemerintahannya benar.  
     Untuk itu Gus Dur dalam tulisannya meminta untuk kita semua 
mendahului kepentingan rakyat, dan juga harus mencapai kemakmuran 
menuju kepada sebuah masyarakat demokratis, yang bersandar pada tiga 
hal utama: (1) kedaulatan hukum, (2) persamaan perlakuan kepada semua 
warga negara di hadapan undang-undang, (3) kejujuran dalam 
melaksanakan peraturan-peraturan. Karena itu, kerja membangun 
demokrasi adalah kerja yang sangat sulit dilakukan. Banyak sekali 
kelemahan yang ada dalam sebuah demokrasi. Seperti kepentingan yang 
dibuat namun kepentingan itu belum tentu mencerminkan kepentingan 
yang masyarakat butuhkan atau kepentingan itu tidak diinginkan rakyat. 
Dengan ini Gus Dur menekankan bahwa berdemokrasi juga memerlukan 
kesabaran, yang berarti kita menjadi masyarakat harus mendengarkan 
dengan seksama “tawaran-tawaran kebijkan” yang moralistik tetapi tidak 
masuk akal. 
     Menurut Gus Dur berdemokrasi dengan cara pemilu merupakan 
tindakan suatu hal “Jual-beli” oleh masyarakat pada para partai politik. 
Alasannya partai politik tentu saja menawarkan kebijakan-kebijakan dan 
janji-janji mereka kepada masyarakat agar masyarakat memilih mereka 
dengan maksud partai politik dapat menjalankan apa yang masyarakat 
inginkan. Namun berdemokrasi dengan pemilu belum tentu apa yang kita 
pilih akan berjalan sesuai dengan diharapkan. Kenyataannya ialah bahwa 
itu adalah konsekuensi dalam berdemokrasi.  
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    Sebagai cerita penutup Gus Dur dalam tulisannya menyampaikan bahwa 
demokrasi merupakan sebuah pilihan yang harus di wujudkan demi 
mewujudkan keinginan yang benar benar kehendak rakyat pemilih dan 
bukan sekedar kehendak sejumlah orang yang muncul sebagai “kehendak 
rakyat”. Memang kehendak rakyat memang sulit di kenali, karena perlunya 
kearifan pandangan pemimpin disisi lainnya yang mampu memerintah 
dengan baik. Masyarakat pula harus pintar dalam milih dalam pilihan-
pilihan sehingga pemilu dihasilkan para sosok negara yang tahu akan 
kemana bangsa dan negara dituju dalam kehidupan.  
     Menurut penulis pemikiran Gus Dur yang menyampaikan pendapatnya 
mengenai sebagai masyarakat yang harus   pandai dalam memilih 
pemimpin sangatlah kompleks, karena pemilihan sosok yang membawa 
negara ini merupakan tonggak awal dalam tumbuhnya kedaultan rakyrat, 
dimana sosok tersebut dapat menjadi nahkoda dalam kapal besar yang 
membawa penumpang ke pelabuhan yang dituju. Pemikiran Gus Dur ini 
menyiratkan bahwa apabila dalam keadaan yang mendatang orang yang 
diberi amanah oleh masyarakat tidak mengunakan kekuasaannya demi 
kepentingan pribadi dan harus mendepankan kepentingan yang bener-benar 
kehendak masyarakat. Begitu pula masyarakat jangan terkecoh dalam 
kebijakan dan janji-janji yang tidak berlogika akal sehat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Konsep demokrasi di Indonesia merupakan penyatuan paham yang 
berkembang di Barat, Timur dan nilai dari masyarakat asli Indonesia. 
Nilai yang diambil dari Barat seperti, kebebasan berpendapat, 
kesetaraan setiap warga negara. Begitu juga nilai yang diambil dari 
Timur seperti musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara. Serta 
nilai yang diambil dari masyarakat asli Indonesia seperti rapat 
kolektivisme, musyawarah, mupakat, dan tolong-menolong, dengan ini 
demokrasi yang di gunakan lebih menitikberatkan pada lahirnya 
Demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada nilai kebersamaan, 
kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mupakat. Konsep 
demokrasi di Indonesia bercorak nasionalisme religius dan bukan 
nasionalis sekuler yang terdapat Pancasila sila pertama yang terdapat 
nilai Ketuhanan pada ideologi negara.  
2. Dalam pandangan Gus Dur Islam dan demokrasi berjalan beriringan 
dan tidak saling berlawanan, Gus Dur setuju jika Islam dan demokrasi 
merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena demokrasi 
hanya dapat tegak dengan keadilan. Pemikiran Gus Dur yang bercorak 
moderat tidak memisahkan islam dan demokrasi. Demikian demokrasi 
relevan dengan perpolitikkan di Indonesia, karena demokratisasi tidak 
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akan berjalan dengan lancar jika tidak ditunjang oleh terbangunnya 
budaya politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi. 
B. Rekomendasi 
     Menurut penulis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia di era 
reformasi pada saat ini tidaklah mudah untuk membangun demokrasi yang 
sebenar-benarnya. Karena : 
1. Berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan ini 
membuat perubahan besar dalam panggung politik sehingga 
menurunya demokrasi di indonesia. Seperti contohnya meningkatnya 
korupsi, kurangnya pelayanan publik, dan tingkat rasis  yang semakin 
tinggi. Dalam hal ini sebaiknya Pemerintah menyelesaikan sektor yang 
bermasalah terutama pada kasus korupsi dan permasalahan rasisme, 
sehingga proses demokrasi secara perlahan meningkat. 
2. Berkurangnya kinerja para politisi untuk membangun demokrasi yang 
bersih, dan jujur. Seharusnya para politisi tidak memainkan perasaan 
masyarakat yang ingin mencari keadilan dan keteraturan hidup dan 
seharusnya politisi itu menjadi “penyabung lidah rakyat” dan bukan 
mengabaikannya. 
3. Berkurangnya partisipasi masyarakat yang mengakibatkan 
ketidaktransparan komunikasi hubungan kepada penguasa.  Seharusnya 
masyarakat sigap secara awal agar tidak ada miskomunikasi dengan 
pemerintah, yang mengakibatkan masyarakat menghakimi dan 
memblokir upaya pemerintah yang bermaksud menyelesaikan isu. 
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